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xABSTRAK
Nama : Muh. Syihabuddin Muhtar
Nim : 10800111069
Judul : Penilaian Aset dalam Akuntansi Syariah untuk Menentukan
Besarnya Zakat Perusahaan: Historical Cost vs Current Value
(Studi Pada CV. Sedayu Makassar)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan besarnya zakat
sebuah perusahaan menggunakan dasar penilaian aset historical cost dan current
value dan untuk mengetahui perbandingan antara historical cost dan current value
sebagai dasar penilaian aset dalam menentukan besarnya zakat sebuah perusahaan.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang
mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman
yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Dalam penelitian
ini, yang diangkat adalah fenomena tentang penilaian aset dalam penentuan besarnya
zakat perusahaan dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa simulasi perhitungan zakat
menggunakan beberapa metode yang berbeda dari menunjukkan bahwa perhitungan
zakat dengan peniliaian aset current value mendapatkan hasil yang lebih besar di
hampir semua metode yang digunakan. Sedangkan historical cost hanya memberikan
hasil perhitungan yang lebih besar pada dua metode. Semakin banyak zakat yang
dikeluarkan, maka semakin banyak pula yang bisa dibagikan kepada orang-orang
yang berhak menerimanya. Dengan hal itu, setidaknya keberadaan para pelaku usaha
dapat menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Dan berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa narasumber menunjukkan
bahwa penilaian aset current value jauh lebih baik digunakan dalam perhitungan
zakat dibanding historical cost. Dari lima narasumber yang sempat diwawancarai,
empat diantaranya mendukung penggunaan current value dengan alasan kuat.
Sedangkan yang memilih historical cost tidak memiliki alasan yang cukup kuat
karena hanya dengan pertimbangan harga terendah. Jadi ketika nilai sekarang justru
lebih rendah dari harga perolehannya, itu berarti lebih baik menggunakan penilaian
aset current value.
Implikasi penelitian ini adalah diharapkan agar ke depannya ada ketetapan
dari pemerintah agar supaya perusahaan yang ingin membayarkan zakatnya tak lagi
bingung dalam perhitungannya.




A. Latar Belakang Masalah
Sistem ekonomi Islam di Indonesia terus mengalami perkembangan. Akhir
abad ke-20 sampai awal abad ke-21 adalah titk tolak dari perkembangan sistem
ekonomi Islam. Pelan tapi pasti, sangat diharapkan sistem ekonomi Islam menjadi
bukti bahwa agama Islam merupakan rahmatan lil ‘alamin bukan hanya dalam
lingkup ide ataupun konsepnya, tetapi mampu untuk diimplementasikan.
Islam sebagai rahmatan lil alamin telah menyediakan instrumen dalam
masalah ekonomi manusia. Zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam dapat
berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan
(Buhari, 2012). Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berhubungan langsung
dengan harta dan kondisi sosial. Dengan zakat, seseorang baru dianggap sah
bergabung dengan umat Islam dan diakui keislamannya, disamping syahadat dan
shalat.
Salah satu fungsi zakat adalah fungsi ekonomi yaitu bagaimana zakat dapat
merubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat). Dalam Al-
Quran, perintah zakat juga hampir selalu disandingkan dengan kewajiban shalat. Hal
ini mengisyaratkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan manusia. Khususnya
dalam penegakan keadilan ekonomi dan peredaran harta benda. Meninggalkan zakat
2sama halnya dengan ibadah shalat yang apabila ditinggalkan akan mendapat dosa
(Asnaini, 2010). Banyak kalangan di Tanah Air, khususnya ahli hukum zakat dan
ekonom muslim yang memprediksi bahwa, jika zakat dikelola dengan baik dan
optimal, maka zakat akan menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian
Negara. Yakni mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dimyati (2007) mengemukakan bahwa banyak kalangan yang menilai bahwa
munculnya ekonomi Islam merupakan salah satu upaya untuk melepaskan diri dari
jeratan kekacauan dua kekuatan ekonomi dunia, kapitalisme, dan sosialisme.
Ekonomi Islam muncul dengan menwarkan konsep ekonomi yang relijius, yang
diyakini merujuk langsung pada dua sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan
Sunnah. Itulah sebabnya mengapa ekonomi Islam sering juga disebut sebagai
ekonomi Al-Quran atau ekonomi syariah.
Namun, melihat fakta yang ada, baik Al-Quran maupun sunnah telah
dijadikan landasan dalam merumuskan konsep ekonomi Islam itu sendiri. Terbukti
dengan dijadikannya Fiqih sebagai acuan utama. Hal ini tampak jelas pada produk-
produk transaksi yang ditawarkan perbankan Islam yang menjadi penggerak
utamanya, dimana hampir semua produk tersebut merujuk pada jenis-jenis
transaksi/kontrak dalam fiqih (Dimyati, 2007).
Asmuni (2003) memaparkan bahwa sebenarnya perencanaan pembangunan di
Indonesia banyak diarahkan pada sektor perekonomian, tetapi terfokus pada
pertumbuhan ekonomi semata. Akibatnya, lahir sebagian orang yang hidup
3berkelimpahan. Sementara sebagian besar hidup dalam keadaan yang
memprihatinkan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun mereka tidak mampu.
Target pertumbuhan ekonomi yaitu hanya untuk persaingan perseorangan,
bukan mewujudkan kerjasama sosial untuk membangun negara bersama-sama.
Pembangunan ekonomi yang disertai dengan perubahan sosial budaya akan
menimbulkan banyak masalah moral, oleh karena itu alternatif yang dapat dilakukan
untuk mengatasi masalah moral tersebut yaitu dengan cara mengaitkan pembangunan
ekonomi dengan agama (Asmuni, 2003).
Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang
hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan
seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan
kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya
untuk menanggulangi masalah sosial tersebut (Sartika, 2008).
Asnaini (2010) berpendapat bahwa baik tidaknya pengelolaan zakat di
Indonesia sebaiknya diserahkan ke pemerintah. Karena pemerintahlah yang
seharusnya lebih mengetahui situasi dan segala hal yang dialami rakyatnya, apa yang
dibutuhkan rakyat dan bagaimana cara membantunya, wajib dipikirkan oleh
pemerintah. Tidak ada yang asasi dari zakat kecuali hukumnya yaitu wajib dan
pengelolaannya yang sangat fleksibel. Yang terpenting adalah bagaimana zakat dapat
menjadi salah satu instrumen keuangan dalam mengentaskan kemiskinan dan
mengangkat derajat kaum dhuafa dalam sebuah masyarakat.
4Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu
sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Agama Islam menekankan pada
keadilan sosial. Membayar zakat merupakan salah satu contoh penekanan tersebut.
Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Akuntansi memainkan peranan
yang sangat penting bagi umat Muslim untuk memenuhi kewajiban membayar zakat
tersebut. Informasi akuntansi memungkinkan setiap individu menghitung jumlah
kewajiban zakat yang harus mereka bayarkan.
Zakat merupakan kewajiban dan memiliki kedudukan yang sangat penting
dalam Islam. Allah mensyariatkan zakat sebagai pembersih harta serta mensucikan
jiwa. Zakat berarti tumbuh berkembang, karena harta yang dizakati tak akan
berkurang bahkan bisa jadi bertambah dan menjadi sumber keberkahan dari harta
tersebut.
Zakat, sebagai rukun Islam ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran
Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan the have ke
tangan the have not. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk
menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan
masyarakat dapat ditingkatkan (Asmuni, 2007). Salah satu cara menanggulangi hal
tersebut adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan
mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan (Sartika, 2008).
Menurut Samdin (2002) dalam Pratiwi (2013), kekuatan masyarakat dalam
bidang ekonomi tergantung pada kebijaksanaan distribusi hartanya. Karena jika
5sebagian orang berkembang menjadi sangat kaya sedangkan sebagian besar lainnya
dalam keadaan tetap miskin, masyarakat akan menjadi lemah dan mudah dihancurkan
oleh musuhnya. Salah satu kejahatan terbesar dalam masyarakat kapitalis menurut
Samdin (2002) dalam Pratiwi (2013) adalah adanya penguasaan dan pemilikan
sumber daya dari segelintir manusia yang beruntung, sehingga mengabaikan orang-
orang yang kurang beruntung yang jumlahnya sangat banyak.
Hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam pendapatan yang pada
akhirnya akan memperlambat pertumbuhan industri dan perdagangan dalam negeri.
Karena suatu tatanan ekonomi yang didominasi oleh monopoli, selalu merintangi
pemanfaatan sumber daya ekonomi suatu negara dengan sepenuhnya. Munculnya
perintah zakat, yang merupakan pajak wajib bagi kalangan muslimin yang kaya akan
mampu melenyapkan perbedaan dan ketimpangan pendapatan tersebut dan
mengembalikannya kepada rakyat miskin yang berhak menerimanya, sehingga
kekuatan daya beli mereka meningkat.
Dengan fungsinya sebagai pengemban amanah, manusia memiliki tugas
mulia, yaitu: menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan non
materi) bagi seluruh manusia dan alam semesta. Fungsi mulia tersebut bisa
diaplikasikan dengan zakat. Upaya masyarakat untuk meningkatkan peran zakat
tersebut terus dilakukan, misalnya melalui pendirian badan amil zakat resmi yang
bisa dipercaya yang diawasi pemerintah. Pada tahun 1999 Indonesia mencanangkan
UU N0. 38/199 tentang pengelolaan zakat tanggal 23 September 1999. Undang-
6undang ini mengatur kaitan antar zakat yang dibayarkan oleh orang pribadi dan badan
yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dengan pajak penghasilan yang dibayarnya
kepada negara yang merupakan hak negara.
Menurut UU tersebut, zakat yang dibayarkan kepada lembaga/badan amil
zakat yang diakui pemerintah dapat diperlakukan sebagai pengurang pajak dari wajib
pajak yang bersangkutan. Masalah ini sudah diatur dalam UU No.17 tahun 2000. UU
ini mempunyai arti besar dalam meningkatkan peran dana dalam negeri yang dapat
digunakan sebagai sumber dana pembangunan atau dalam mengentaskan kemiskinan,
meningkatkan peran lembaga agama.
Di samping kesadaran yang makin tumbuh dalam masyarakat Islam Indonesia
tentang zakat, dalam masyarakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap
penyelenggaraan zakat itu. Dampaknya masyarakat dalam membayar zakat tidak
terorganisir dan hanya berputar di kalangannya sendiri. Sehingga, amanah zakat
sebagai solusi untuk pengentasan kemiskinan tidak tercapai secara merata. Padahal
zakat memiliki potensi yang besar jika dilaksanakan dengan optimal (Nikmatuniayah,
2010).
Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan
kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk
pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan
mengharap pahala dari Allah semata (Ridwan, 2005 dalam Sartika, 2008).
7Eksistensi zakat dalam kehidupan manusia memiliki makna ibadah, sosial,
dan ekonomi. Jika umat tahu tentang arti penting dan manfaat zakat (baik dalam
bidang ekonomi, sosial, kesehatan mental, dan sebagai ibadah) baik dalam kehidupan
di dunia maupun pada kehidupan di kemudian hari serta mengetahui bagaimana cara
menghitungnya, maka dengan sendirinya akan selalu memenuhi kewajibannya guna
membersihkan hartanya dari harta orang lain yang melekat pada harta kekayaan
tersebut secara proporsional (Samdin, 2002 dalam Pratiwi, 2013).
Akan tetapi, pada awalnya sumber zakat hanya dibatasi pada jenis harta
tertentu yang telah disepakati oleh ulama, seperti emas, perak, unta, sapi, kambing,
gandum, kurma, dan sebagainya. Namun, berbagai usaha lain tidak dikenakan zakat
sedangkan usaha ekonomi tersebut sangat memungkinkan menghasilkan aset
keuangan yang lebih berlimpah dibandingkan dengan harta yang telah ditetapkan
sebagai aset wajib zakat.
Pengkajian dan pengembangan sumber zakat sebagai salah satu upaya dalam
mengoptimalkan peran muzakki harus selalu dilakukan agar sumber zakat sebagai
harta benda yang wajib dikenai zakat sesuai dengan perkembangan macam ragam
harta dan jenis usaha yang ada saat ini. Dan itu harus dilakukan berdasarkan potensi
ekonomi yang ada di suatu wilayah. Artinya, potensi zakat suatu wilayah akan
berbeda satu dengan lainnya, sangat tergantung pada kebijakan dan keberanian suatu
wilayah tersebut. Pengkajian dan pengembangan ini sangat dimungkinkan karena
zakat ditinjau dari segi mahalluz-zakah (obyek zakat) adalah bukan ta’abbudi,
8melainkan ibadah maliyyah, yaitu ibadah kehartabendaan, yang berarti ayat-ayat Al-
Quran mengenai hal ini bersifat fleksibel, penafsirannya berkembang sesuai dengan
perkembangan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan (Asnaini, 2010).
Sehubungan dengan itu, sumber zakat patut dikembangkan dengan melihat
semua kegiatan ekonomi yang bisa menambah atau memperbanyak kepemilikan
harta. Dengan kata lain, semua harta yang produktif atau berpotensi produktif yang
dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ini bermakna bahwa zakat sepatutnya dikenakan
pula pada aset-aset lainnya, seperti pada profesi dan perusahaan. Karena profesi dan
perusahaan sekarang ini menjadi aset harta yang cukup berlimpah bagi pemiliknya.
Kalangan profesional maupun pengusaha dimaklumi memiliki aset harta yang cukup
besar, sehingga bagi mereka amatlah wajar jika dikenakan kewajiban zakat dari
profesi dan perusahaannya.
Namun demikian, profesi seseorang dan perusahaan sekarang ini terkena
kewajiban zakat, hanya saja sebagaimana aset wajib zakat lainnya, proses
pengumpulan, penghitungan, dan pendistribusian harta zakat belum dilakukan secara
optimal. Hal ini disebabkan karena belum adanya sistem akuntansi yang memadai
untuk penghitungan zakat.
Pada kenyataannya Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi zakat
bagi kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang menempatkan kejujuran dan
amanah sebagai asas utama pelaksanaannya menimbulkan kekhawatiran di kalangan
para muzakki. Kepercayaan muzakki kepada lembaga amil zakat masih rendah yang
9mana terdapat indikasi kekhawatiran dari masyarakat bahwa zakat yang diserahkan
tidak sampai kepada yang berhak menerimanya (Setiariware, 2013).
Padahal, sejarah telah membuktikan bagaimana aset harta yang bersumber
dari zakat ini dengan sistem akuntansi yang diterapkannya telah memberikan
kontribusi yang sangat besar dalam pengelolaan keuangan publik pada masa
pemerintahan Islam di masa lalu, bukan hanya dimanfaatkan untuk membiayai roda
pemerintahan. Justru lebih dari itu, zakat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat
yang termarjinalkan dalam struktur sosial mereka.
Zakat merupakan salah satu bentuk transaksi syariah dalam domain sosial
sehingga perlu pengaturan tersendiri terhadap perlakuan akuntansinya yang bersifat
standar, sebagaimana dalam transaksi komersial lainnya seperti mudharabah,
musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna’, dan sebagainya. Untuk itu,
diperlukan lembaga-lembaga zakat yang dikelola dengan manajemen maju (Utomo,
2007 dalam Setiariware, 2013).
Manajemen zakat pada dasarnya bukan masalah yang sederhana. Manajemen
zakat membutuhkan dukungan politik (political will) dari umara (pemerintah). Selain
itu manajemen zakat juga membutuhkan dukungan sistem informasi akuntansi dan
sistem informasi manajemen yang baik. Tanpa dukungan tersebut pengelolaan zakat
tidak akan efektif dan efesien (Mahmudi, 2008). Dengan demikian, zakat akan benar-
benar dapat memiliki fungsi sosial yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi umat
(Fathonah, 2013).
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Perkembangan lembaga keuangan syariah dengan berbagai macam transaksi
finansial, termasuk zakat, tentunya membutuhkan sistem akuntansi yang mapan
(Septiana, 2008). Semangat integrasi di bidang akuntansi, khususnya akuntansi
syariah memang memerlukan lebih banyak penelitian yang akurat. Hal demikian amat
penting, mengingat akuntansi sebagai ilmu terapan yang rigid dan detail, adalah
sumber informasi yang diperlukan bagi evaluasi terhadap kegiatan institusi ilmu,
industri, maupun lapangan kehidupan kemasyarakatan yang lebih luas (Alchudri,
2010).
Persoalannya sekarang adalah bagaimana kaitan antara zakat dengan
akuntansi. Tidak lain adalah kita seharusnya dapat menggunakan informasi yang
dihasilkan oleh akuntansi untuk keperluan zakat. Dimana diharapkan informasi
akuntansi berguna dalam penghitungan zakat yang benar. Untuk itu diperlukan
adanya penyesuaian pengukuran dan pengakuan sejumlah rekening-rekening pada
laporan keuangan, karena tidak semua metode akuntansi yang biasa dipakai sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
Namun pada satu sisi, pola-pola pencatatan zakat belum menerapkan sistem
akuntansi modern, sebab sistem akuntansi syariah yang ada di Indonesia cenderung
dianggap identik dengan perbankan syariah. Pada sisi lain, zakat sebagai kewajiban
agama mengalami perkembangan signifikan terutama terkait dengan kategori aset
zakat yang hampir mencakup seluruh sektor ekonomi. Karena itu, pengembangan
metode ijtihad dalam menetapkan aset-aset lain dari kategori harta zakat yang telah
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ada dengan pencatatan dalam akuntansi zakat, akan memberikan keadilan dalam
pendistribusian harta kepada mereka yang berhak menerima zakat (mustahiq).
Sofyan Safri Harahap (2001) dalam kajiannya memberikan pengantar tentang
perumusan teori-teori akuntansi zakat. Ulasannya yang memperkenalkan teori-teori
akuntansi dalam perhitungan zakat sudah cukup mewakili dalam pengembangan
teori-teori akuntansi zakat. Salah satu teori yang berhasil dikembangkan adalah
Shariah Enterprise Theory (SET). Teori tersebut dikembangkan berdasarkan
metafora zakat yang pada dasarnya memiliki nilai-nilai keseimbangan. Adapun nilai
keseimbangan yang dimaksud adalah nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai feminis
(Triyuwono, 2007).
Studi lain yang masih terkait dengan persoalan akuntansi zakat adalah masih
dari Iwan Triyuwono. Meskipun fokus kajiannya terletak pada bagaimana
membangun disiplin ilmu akuntansi syariah, namun ulasannya tentang perspektif,
metodologi, dan teori akuntansi syariah dapat memberikan pengantar dan dasar-dasar
epistemologis yang bermanfaat dalam pengembangan metodologi dan teori akuntansi
zakat (Triyuwono, 2006).
Dari survey studi akuntansi zakat di atas, menunjukkan bahwa persoalan zakat
terletak pada aspek pengelolaannya yang dimulai dari proses penghimpunan,
pencatatan, dan pendistribusian harta zakat. Selain itu, masalah yang kemudian
muncul adalah dasar penilaian apakah yang seharusnya digunakan untuk perhitungan
zakat. Beberapa ahli mendukung penggunaan historical cost yang dinilai lebih
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reliable dan verifiable. Namun demikian, banyak ahli yang berpendapat bahwa
current value-lah yang seharusnya digunakan dalam perhitungan zakat.
Menurut konsep historical cost ini, aset dicatat pada jumlah kas atau setara
kas yang dibayarkan pada saat akuisisi aset tersebut. Kewajiban dicatat pada jumlah
yang diterima dalam pertukaran obligasi. Argumen terhadap penggunaan metode
penilaian ini adalah bahwa historical cost dapat dibuktikan dan objektif. Namun
demikian, konsep ini telah menarik kritikan yang kuat. Kekurangan utamanya tampak
dari efek perubahan harga yang timbul baik karena perubahan umum dalam daya beli
dan perubahan relatif terhadap harga dari suatu item spesifik (Napier, 2007).
Namun, penggunaan historical cost dinilai kurang relevan dalam perhitungan
zakat karena historical cost tidak mencerminkan nilai kekayaan yang sesungguhnya
yang menjadi subyek zakat. Sedangkan zakat dihitung berdasarkan nilai aset yang
dimiliki. Oleh karena itu, banyak ahli yang menyatakan bahwa seharusnya akuntansi
Islam yang berorientasi pada zakat seharusnya menggunakan current value sebagai
dasar penyusunan laporan keuangan.
Atas dasar latar belakang tersebut di atas, penyusunan usulan penelitian ini
diberi judul: Penilaian Aset dalam Akuntansi Syariah untuk Menentukan
Besarnya Zakat Perusahaan: Historical Cost vs Current Value (Studi pada CV.
Sedayu Makassar).
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Fokus penelitian ini adalah membandingkan antara historical cost dan current
value sebagai dasar penilaian terhadap aset dalam menentukan besarnya zakat yang
harus dikeluarkan perusahaan. Karena sampai saat ini belum ada kesepakatan
terhadap permasalahan tersebut.
Pada dasarnya, banyak pendapat dari para ahli tentang bagaimana menghitung
besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, diantaranya yaitu
dengan mengambil 2,5% dari laba bersih yang didapatkan perusahaan atau
mengambil dari nilai aset yang dimiliki. Akan tetapi, pada penelitian ini hanya
membahas lebih lanjut tentang perhitungan zakat yang berkaitan dengan aset
perusahaan karena masih adanya perbedaan dari para ahli mengenai dasar penilaian
apa yang sebaiknya digunakan dalam menghitung zakat perusahaan. Beberapa ahli
mendukung penggunaan historical cost, namun tidak sedikit juga yang lebih memilih
current value dengan alasan dan pertimbangannya masing-masing.
C. Rumusan Masalah
Ukuran besar-kecilnya suatu organisasi bisnis sangat tergantung pada nilai
asetnya. Dengan kata sederhana, bahwa aset perusahaan memiliki nilai yang lebih
tinggi pada akhir periode dibandingkan pada awal periode, tanpa adanya tambahan
modal dari pemilik. Hal ini akan menghasilkan keuntungan sehingga dapat
menambah nilai aset.
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Dengan adanya nilai aset yang bertambah tersebut, perusahaan yang pemilik
atau mayoritas pemiliknya adalah seorang muslim wajib mengeluarkan zakat
perusahaan. Banyak pendapat ahli tentang metode yang dapat digunakan dalam
menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan perusahaan, diantaranya yaitu
berdasarkan penilaian aset atau berdasarkan laba perusahaan. Prinsip penilaian aset
dalam menentukan besarnya zakat sebuah perusahaan telah ditetapkan dalam syariah.
Namun, yang dijelaskan dalam syariah itu hanyalah gambaran secara umum. Oleh
sebab itu, belum ada kesepakatan yang terjadi antara para ahli hukum Islam tentang
metode penilaian aset dalam menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan
perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas,
maka perumusan masalah dalam tulisan ini yaitu:
1. Bagaimanakah perhitungan besarnya zakat sebuah perusahaan menggunakan
dasar penilaian aset historical cost dan current value?
2. Bagaiamana perbandingan antara historical cost dan current value sebagai
dasar penilaian aset dalam menentukan besarnya zakat sebuah perusahaan?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka
tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui perhitungan besarnya zakat sebuah perusahaan
menggunakan dasar penilaian aset historical cost dan current value.
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2. Untuk mengetahui perbandingan antara historical cost dan current value




Secara teoritis, penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi,
khususnya dalam bidang akuntansi syariah, lebih khusus lagi dalam pengembangan
Shariah Enterprise Theory (SET) yang dikembangkan oleh Sofyan Safri Harahap, M.
Slamet, serta Iwan Triyuwono. Teori yang mereka kembangkan bermula dari
Enterprise Theory. Namun, ET masih mengandung nilai-nilai egoistik (Triyuwono,
2007), sehingga muncul lah SET yang merupakan perpanjangan tangan dari ET.
Konsekuensi dari diterimanya SET adalah perlunya Laporan Nilai Tambah (Value
Added Statement) yang telah digagas oleh Baydoun dan Willet (2000) dalam Septiana
(2008). Dalam laporan nilai tambah itulah zakat dilaporkan. Zakat dalam perspektif
akuntansi syariah masih menimbulkan perbedaan dalam penilaian aset dalam
menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan perusahaan. Dalam penelitian ini
penulis mencoba meneliti lebih lanjut tentang perbedaan tersebut.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:
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a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan-perusahaan dalam
melakukan penilaian aset untuk menentukan besarnya zakat yang harus
dikeluarkan.
b. Dapat membantu lembaga-lembaga pengelola zakat dalam melakukan
pengumpulan terhadap zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan.
c. Dapat dijadikan referensi tambahan bagi masyarakat sebagai bahan informasi





A. Shariah Enterprise Theory
Meskipun enterprise theory oleh beberapa penulis dianggap sebagai teori
yang paling pas untuk Akuntansi Syariah karena enterprise theory mengandung nilai
keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai tersebut
telah sesuai dengan karakteristik dari Akuntansi Syariah yang telah dirumuskan oleh
Triyuwono, yaitu: humanis, emansipatoris, transedental, dan teleologikal. Namun
demikian, enterprise theory masih dibayangi oleh agency theory dan politisasi
akuntansi. Enterprise theory masih bersifat “duniawi” dan tidak memiliki konsep
tauhid (Mulawarman, 2009). Agar konsep teoritis ini benar-benar sesuai dengan
syariah, maka perlu diinternalisasikan nilai tauhid. Karena dengan konsep dan nilai
tauhid, kita dapat memperoleh legitimasi untuk memasukkan konsep kepemilikan
dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan ilahi, dan konsep pertanggungjawaban.
Dalam shariah enterprise theory menurut Slamet (2001) dalam Triyuwono
(2006) menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap
penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari
seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam shariah
enterprise theory adalah Allah sebagai sumber utama. Sedangkan sumber daya yang
dimiliki oleh para stakeholders pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang
didalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan
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tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Di surah Al-Baqarah telah
dijelaskan hal tersebut.
QS. Al-Baqarah ayat 254 (Departemen Agama RI, 1971: 62)
                      
           
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari
rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu
tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak
ada lagi syafaat. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim” (QS.
Al-Baqarah: 254).
Surah Al-Baqarah ayat 267 (Departemen Agama RI, 1971: 67)
                    
                  
    
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari
bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah: 267).
Tentu sangat beralasan jika penggunaan sumber daya tersebut baik secara
individual dan kolektif dibatasi, karena pada hakikatnya stakeholders hanya memiliki
hak guna. Namun pembatasan tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan Allah,
tetapi ditujukan pada manusia yang mempunyai hak atas sumber daya tersebut.
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Dengan demikian, dalam pandangan shariah enterprise theory, distribusi
kekayaan (wealth) atau nilai tambah (value added) tidak hanya berlaku pada para
partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisipan yang memberikan kontribusi
kepada, operasi perusahaan; seperti pemegang saham, kreditor, karyawan, dan
pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang
dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan
skill. Artinya, cakupan akuntansi dalam shariah enterprise theory tidak terbatas pada
peristiwa atau kejadian yang bersifat reciprocal antara pihak-pihak yang terkait
langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak
terkait langsung. Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam
terminologi enterprise theory yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan
kekayaan (wealth) berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang
memberikan kontribusi atau keterampilan (skill) (Triyuwono, 2006).
Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah
khalifatullah fil Ardh yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan
kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong shariah
enterprise theory untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan
alam. Oleh karena itu, shariah enterprise theory akan membawa kemaslahatan bagi
stockholders, stakeholders, masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan
atau keterampilan) dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting
menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Slamet 2001 dalam
Triyuwono 2006). Shariah enterprise theory merupakan teori enterprise yang telah
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diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental
serta lebih humanis. Shariah enterprise theory merupakan hasil dari suatu refleksi diri
yang tidak hanya didasari oleh kepentingan rasio semata, melainkan juga nilai-nilai
spiritual. Enterprise theory seperti telah dibahas oleh beberapa penulis merupakan
teori yang lebih tepat bagi suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-
nilai syariah.
Jadi, pada dasarnya akuntansi syariah merupakan instrumen akuntabilitas
yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), stakeholders,
dan alam (akuntabilitas horizontal). Pemikiran ini mempunyai dua implikasi.
Pertama, akuntansi syariah harus dibangun sedemikian rupa berdasarkan nilai-nilai
etika (dalam hal ini adalah etika syariah) sehingga “bentuk” akuntansi syariah (dan
konsekuensinya informasi akuntansi yang disajikan) menjadi lebih adil; tidak berat
sebelah, sebagaimana kita temukan pada akuntansi modern yang memihak kepada
para kapitalis (dan kreditor) dan memenangkan nilai-nilai maskulin. Kedua, praktik
bisnis dan akuntansi yang dilakukan manajemen juga harus berdasarkan pada nilai-
nilai etika syariah. Sehingga, jika dua implikasi ini benar-benar ada, maka
akuntabilitas yang dilakukan oleh manajemen adalah akuntabilitas yang suci
(Triyuwono, 2003).
Dengan menggunakan ”Epistemologi Berpasangan” (Triyuwono, 2006) dan
metafora zakat, shariah enterprise theory berusaha menangkap sunnatuLlah dan
menggunakannya sebagai nilai untuk membentuk dirinya. Shariah enterprise theory
yang dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya memiliki
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karakter keseimbangan. Secara umum, nilai keseimbangan yang dimaksud adalah
keseimbangan antara nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai feminin (Triyuwono 2000
dalam Triyuwono 2007). Shariah enterprise theory menyeimbangkan nilai egoistik
(maskulin) dengan nilai altruistik (feminin), nilai materi (maskulin) dengan nilai
spiritual (feminin), individu-jamaah dan seterusnya. Dalam syariah Islam, bentuk
keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah,
yaitu zakat (Triyuwono, 2007).
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya konsekuensi dari nilai
keseimbangan ini menyebabkan shariah enterprise theory tidak hanya peduli pada
kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak
lainnya. Oleh karena itu, shariah enterprise theory memiliki kepedulian yang besar
pada stakeholders yang luas. Dalam Triyuwono (2007) dijalaskan bahwa menurut
shariah enterprise theory, stakeholders meliputi tiga bagian:
1. Tuhan
Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup
manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka tali
penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran
keTuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan
sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatuLlah sebagai basis bagi
konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatuLlah ini,




Stakeholder kedua dari shariah enterprise theory adalah manusia. Di sini
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu direct-stakeholders dan indirect–
stakeholders. Direct-stakeholders adalah pihak-pihak yang secara langsung
memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan
(financial contribution) maupun non-keuangan (non-financial contribution). Karena
mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai
hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud
dengan indirect-stakeholders adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan
kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi
secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan
kesejahteraan dari perusahaan.
3. Alam
Golongan stakeholder terakhir dari shariah enterprise theory adalah alam.
Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan
sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena
didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi
dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain
dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun
demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam
bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan
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berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran,
dan lain-lainnya.
Shariah enterprise theory tidak mendudukkan manusia sebagai pusat dari
segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya,
shariah enterprise theory menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu.
Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu,
manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya (khalifaituLlah fil ardh) yang memiliki
konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia (dan
alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang.
Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia
dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. Tentu saja
konsep ini sangat berbeda dengan entity theory yang menempatkan manusia dalam
hal ini stockholder sebagai pusat. Dalam konteks ini kesejahteraan hanya semata-
mata dikonsentrasikan pada stockholders (Kam 1990 dalam Hafida 2012).
Konsekuensi dari penggunaan enterprise theory adalah digunakannya value
added statement sebagai laporan kinerja perusahaan. Usul konkrit mengenai bentuk
laporan keuangan syariah disampaikan oleh Boydoun dan Willett melalui jurnalnya
yang berjudul Islamic Corporate Reports pada tahun 2000. Boydoun dan Willett




Akuntansi Syariah sedang mencari bentuk. Sehingga apa yang dipraktikkan di
Bank Syariah atau di baitul mal wa tamwil, sebetulnya masih banyak berwujud
akuntansi konvensional yang sarat dengan nilai-nilai kapitalisme. Nilai-nilai tersebut
misalnya terlihat dalam konsep entity theory, accounting numbers, accounting
income, dan lain-lainnya (Triyuwono, 2006).
Metafora Zakat sebenernya merupakan turunan dari metafora amanah.
Menurut Triyuwono (2006) “amanah” adalah sesuatu yang dipercayakan kepada
orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang
mengamanahkan, artinya bahwa pihak yang mendapatkan amanah tidak memiliki hak
penguasaan (pemilikan) amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai
dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah.
Dengan kekuasaannya yang Maha Besar, Tuhan menciptakan manusia sebagai
wakilnya di bumi (khalifatullah fil Ardh), seperti difirmankan dalam Al Qur’an Surah
Al-Baqarah ayat 30 (Departemen Agama RI, 1971: 13)
                    
              
 
Terjemahnya:
ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa
Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa
25
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:
"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah:
30)
Kata khalifah ini memberikan suatu pengertian bahwa seseorang yang telah
diangkat sebagai khalifah akan mengemban suatu amanah yang harus dilakukan
sesuai dengan keinginan pengutusnya. Ini berarti bahwa penerima amanah dalam
melakukan segala sesuatu, harus berdasarkan pada kesadaran diri (self consciousness)
bahwa ia sebenarnya adalah khalifah Tuhan (khalifatullah fil ardh) di bumi yang
mempunyai konsekuensi bahwa semua aktivitasnya harus sesuai dengan keinginan
Tuhan (the will of God). Atau, dengan ungkapan yang lain, penerima amanah harus
menjadikan predikat “khalifah Tuhan di bumi” (khalifatullah fil ardh) sebagai cara
pandang (perspektif) dalam setiap gerak langkah kehidupannya baik secara individual
maupun secara komunal.
Dengan mengakui bahwa perspektif ini sebagai perspektif yang tunggal dan
universal, maka penerima akan secara sadar mengetahui tentang amanah yang harus
ditunaikannya, yaitu, “mengelola bumi secara bertanggung jawab”, atau dengan
menggunakan bahasa Al-Quran, “menyebarkan rahmat bagi seluruh alam”.
Singkatnya, manusia memiliki tugas mulia, yaitu: menciptakan dan mendistribusikan
kesejahteraan (materi dan non materi) bagi seluruh manusia dan alam semesta. Oleh
karena itu, sangat wajar jika “metafora amanah” digunakan untuk mendesain bentuk,
struktur, dan manajemen organisasi dalam rangka menciptakan dan mendistribusikan
kesejahteraan.
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C. Prinsip Berbagi dengan Adil
Menurut Meutia (2010) dalam Hafida (2012), kata berbagi dalam Islam
dinyatakan dalam banyak perintah Allah melalui zakat, infak, dan sedekah. Konsep
ini, mengajarkan bahwa dalam setiap harta ada bagian atau hak untuk makhluk Allah
yang lain. Selain itu, berbagi juga dimaknai sebagai berbagi hal yang non-materiil,
seperti berbagi kebaikan serta menjalankan amar ma’ruf nahi munkar (saling
menasehati atau mengajurkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan). Dalam
praktik perbankan syariah, hal ini bisa dimaknai sebagai aktivitas untuk ikut
mendukung program-program kebaikan bagi manusia dan lingkungan ataupun ikut
serta mencegah timbulnya kerusakan di muka bumi.
Dalam ajaran Islam, banyak sekali perintah yang mengingatkan manusia
untuk berbagi kepada sesama. Prinsip berbagi dalam hal ini terkait erat dengan
konsep “keadilan” yang dikatakan oleh Ahmad (2003) dalam Hafida (2012)
merupakan inti nilai dalam Islam. Keadilan merupakan salah satu komponen penting
yang membentuk cara pendang Islam mengenai masyarakat, karenanya suatu
masyarakat ideal tidak mungkin tewujud tanpa adanya keadilan (Chapra, 2007 dalam
Hafida 2012). Konsep islam mengenai keadilan menurut tidak sama dengan konsep
formal mengenai keadilan, keadilan dalam Islam merupakan bagian dari iman,
karakter, dan kepribadian manusia. Keadilan merupakan karakteristik dari suatu
sistem dan merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum,
sosial, dan ekonomi (Ahmad, 2003 dalam Hafida 2012).
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D. Prinsip Rahmatan Lil ‘Alamin
Prinsip rahmatan lil ‘alamin bermakna keberadaan manusia seharusnya bisa
menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Dalam kerangka perusahaan yang
berbasis syariah, maka manfaat keberadaan perusahaan tersebut seharusnya dapat
dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam
aktivitas perusahaan yang berbasis syariah. Menurut Meutia (2010: 221) dalam
Hafida (2012), bentuk rahmat atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat,
infak, dan sedekah maupun pemberian pembiayaan kepada para pengusaha kecil.
Prinsip rahmatan lil’alamin sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah
Al-Anbiya’: 107 (Departemen Agama RI, 1971: 508)
         
Terjemahnya:
“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
semesta alam” (QS. Al-Anbiya’:107).
Sebagai agama yang rahmatan lil’alamin, agama Islam penuh dengan nilai-
nilai persaudaraan, persatuan, cinta, dan kasih sayang sesama manusia. Agama Islam
sangat menganjurkan untuk saling menjaga dan memelihara sesama manusia. Hal ini
termasuk menjaga kelestarian lingkungan alam maupun menjaga kehidupan sesama
manusia.
Meningkatkan kesejahteraan stakeholders merupakan bagian dari upaya
menjadi rahmatan lil’alamin dan menjadi tujuan ekonomi syariah. Kesejahteraan
yang dimaksud adalah kesejahteraan material dan spiritual (nafs, faith, intellect,
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posterity, dan wealth). Kesejahteraan dalam tujuan syariah, dinyatakan Al Ghazali
(2012) dalam Hafida (2012), tidak diperuntukkan bagi pemilik modal saja, namun
bagi kepentingan semua stakeholders (maslahah).
E. Zakat
Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Zakat
merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat sebagai
wajib zakat (muzakki). Ikhsan dan Suwarno (2003) menyatakan bahwa zakat
merupakan sebutan dari suatu hak milik Allah SWT yang dikeluarkan seseorang
kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq).
Menurut Kurnia dan Hidayat (2008) dalam Alchudri (2010) zakat menurut
bahasa berarti berkah, bersih dan berkembang. Zakat berarti berkah karena dengan
membayar zakat, maka harta akan menajdi bertambah, sehingga menjadikan harta
tersebut tumbuh seperti tunas-tunas pada tumbuhan.
Dikatakan bersih karena dalam harta tersebut terdapat hak-hak orang lain yang
harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, berarti sama halnya kita mengambil hak-
hak orang lain tersebut. Seperti dalam Al-Quran Surah At-Taubah: 103 (Departemen
Agama RI, 1971: 297).
                  . . . . .
Terjemahnya:
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan menyucikan mereka…” (QS. At-Taubah/9:103).
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Sedangkan berkembang dapat diartikan bahwa harta yang dimiliki tidak
menumpuk pada satu tempat saja dan didistribusikan kepada orang lain yang
membutuhkan (Alchudri, 2010).
Sedangkan dalam UU No. 38 Tahun 1999, dijelaskan bahwa zakat adalah
harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh
orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya. Dalam UU ini penekanannya pada subjek atau pihak yang wajib zakat
yaitu perorangan dan badan/lembaga/perusahaan yang dimiliki muslim.
Menurut terminologi fiqh, zakat berarti nama bagi sejumlah harta tertentu
yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan
sebagian untuk diberikan kepada yang berhak menerima dengan syarat tertentu pula
(Asmuni, 2007).
Menurut PSAK NO. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh
muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya (mustahiq).
1. Hukum Zakat
Rukun Islam ada lima, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan menjadi
salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat
adalah fardhu’ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya (Rasjid, 2005
dalam Alchudri, 2010). Fardhu’ain berarti wajib dikerjakan oleh setiap individu yang
mengaku muslim. Zakat mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Zakat
merupakan ibadah selain shalat, puasa, dan haji.
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Dalam Al-Quran, Allah SWT menurunkan banyak ayat tentang zakat, perintah
zakat juga hampir selalu disandingkan dengan kewajiban shalat. Hal ini
mengisyaratkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan manusia. Khususnya
dalam penegakan keadilan ekonomi dan peredaran harta benda. Meninggalkan zakat
sama halnya dengan ibadah shalat yang apabila ditinggalkan akan mendapat dosa
(Asnaini, 2010).
Adapun beberapa ayat yang masyhur yang menjelaskan tentang zakat seperti:
a. QS. Al-Baqarah ayat 43 (Departemen Agama RI, 1971: 16)
                   
Terjemahnya:
“Dirikanlah shalat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang
rukuk” (QS Al-Baqarah: 43).
b. QS. Al-Baqarah ayat 277 (Departemen Agama RI, 1971: 69)
                  
               
Terjemahnya:
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh,
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi
Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka
bersediah hati” (QS. Al-Baqarah: 277).
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c. QS. At-Taubah ayat 103 (Departemen Agama RI, 1971: 297)
                   
     
Terjemahnya:
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).
d. QS. Al-Hadid ayat 7 (Departemen Agama RI, 1971: 901)
                    
        
Terjemahnya:
“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-nya dan nafkahkanlah sebagian dari
hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainnya. Maka orang-orang
yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) hartanya memperoleh
pahala yang besar” (QS. Al-Hadid: 7).
e. QS. Adz-Dzaariyat ayat 19 (Departemen Agama RI, 1971: 859)
              
Terjemahnya:
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan
orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz-Dzaariyat: 19).
f. QS. Al-Ma’aarij ayat 24-25 (Departemen Agama RI, 1971: 974)
             
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Terjemahnya:
“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang-
orang mniskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang
tidak mau meminta)” (QS. Al-Ma’aarij: 24-25).
Selain ayat-ayat dalam Al-Quran, ada juga beberapa hadits yang menjelaskan
tentang zakat, diantaranya:
 َﻋ ْن َا ِﺑﻲ َﻋ ْﺑ ِد ﱠرﻟا ْﺣ َﻣن َﻋ ْﺑ ِدﷲ ِﺑن ُﻋ َﻣ َر ْﺑ ِن َﺧﻟابطرﻲﺿﷲﺎﻣﮭﻧﻋلﺎﻗ :
 َﺳ ِﻣ ْﻌ ُت َرلوﺳﷲﻠﺻﻲﷲﻠﺳوم َﯾ ُلوﻘ : َﻰِﻧُﺑ َُمﻼْﺳِﻹا َﻋﻰَﻠ ٍسْﻣَﺧ ِةَدﺎَﮭَﺷ َْنأ َﻻ
 َﮫَِﻟإ ﱠِﻻإ ُ ﱠﷲ ﱠَنأَواًد ﱠﻣَﺣُﻣُهُدْﺑَﻋ ُُﮫﻟوُﺳَرَو ِمﺎَِﻗإَو َِةﻼ ﱠﺻﻟا ِءﺎَﺗِﯾإَو ِةﺎَﻛ ﱠزﻟا ﱢﺞَﺣَو ِتْﯾَﺑْﻟا
 ِمْوَﺻَو َنﺎَﺿَﻣَر)هاوريذﻣرﺗﻟاومﻠﺳﻣ(
Artinya:
Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab radiallahu anhuma dia
berkata: saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Islam ini dibangun di atas
lima fondasi: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa
Muhammad adalah Rasullullah, mendirikan shalat, membayar zakat,
melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, dan berpuasa
pada bulan Ramadhan. (HR Turmuzi dan Muslim Kitab Hadits Arbain
Nawawiyah hadits no. 3).
 َﻋ ْن َا ِﺑﻲ ﱠدﻟا ْر َد ِءا َﻋ ْن َر ُﺳ ِلوﷲﻲﻠﺻﷲﮫﯾﻠﻋمﺎﺳولﺎﻗ: ُةﺎَﻛ ﱠزﻟا ُةَرَطْﻧَﻗ
 َِمﻼْﺳِﻹْا)هاورﻲﻧارﺑطﻟا(
Artinya:
Dari Abu Darda’ r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda: Zakat adalah jembatan
(bagi kekuatan) Islam. (HR. Thabraani).
 َﻋ ْن َﺣ ِﻛ ْﯾمنﺑ ِﺣ ٍماز َر ِﺿﻲﷲ َﻋ ُﮫﻧ َﻋ ِنﻟا ﱠﻧ ِﺑﻲﻲﻠﺻﷲﮫﯾﻠﻋمﻠﺳولﺎﻗ:ﻟا َﯾ ُد




Dari Hakim bin Hizam r.a. Rasulullah saw. bersabda: tangan diatas lebih baik
daripada tangan dibawah. . . . dan sedekah yang paling utama adalah yang
dibebankan ke atas pundak orang kaya . . . (HR. Bukhari dari Kitab Jawahirul
Bukhari hal. 86 bab 124).
2. Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya
Berdasarkan Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan
zakat pada Bab IV tentang pengumpulan zakat Pasal 11. Adapun harta yang dikenai
zakat adalah:
a. Emas, perak, dan uang
Emas dan perak yang telah disimpan (dimiliki) selama satu tahun dan sudah
cukup satu nishab, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagaimana yang telah
dijelaskan dalam QS At-Taubah ayat 34-35 (Departemen Agama RI, 1971: 283)
                       
               
                  
                 
      
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Terjemahnya:
34. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari
orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta
orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan
Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka,
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar
dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan)
kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri,
Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-
Taubah/9:34-35).
Adapun nishab emas yaitu sebesar 85 gram dan perak sebesar 595 gram.
Apabila emas atau perak yang dimiliki telah mencapai nishab tersebut, maka wajib
dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.
Dijelaskan dalam Setiariware (2013), sebagian besar ulama berpendapat
bahwa zakat uang itu wajib, karena uang atau uang kertas (banknote) kedudukannya
sama dengan emas dan perak dalam penggunaannya dan dapat dipertukarkan tanpa
kesulitan.
b. Perdagangan dan Perusahaan
Zakat pedagangan atau barang dagangan adalah zakat yang dikenakan pada
barang-barang dagangan yang bukan emas dan perak, baik yang dicetak seperti pound
dan riyal, ataupun yang tidak dicetak seperti perhiasan wanita.
Kebanyakan ulama pada masa sekarang menyamakan antara zakat barang
dagangan dengan zakat perusahaan, karena dinilai keduanya ada kemiripan dalam hal
yaitu mencari keuntungan dari hasil jual-beli barang atau jasa. Sedangkan untuk
besaran nishabnya, sama dengan nishab emas dan perak.
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c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap
panen mencapai nishab. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-An’am ayat 141
(Departemen Agama RI, 1971: 212)
                      
 
Terjemahnya:
“. . . Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan
tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir
miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berlebihan” (QS. Al-An’am/6: 141).
Menurut pendapat yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam buku yang ditulis
Gus Arifin (2011) dalam Setiariware (2013) menyatakan bahwa, jika seorang nelayan
atau perusahaan pengelolaan hasil laut, menangkap ikan kemudian hasil tersebut
dijual, dan mencapai nishab/mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariat (setara
dengan 85 gram emas murni) maka dia wajib mengeluarkan zakat seperti zakat
niaga/perdagangan yaitu 2,5%.
d. Hasil pertambangan;
Barang tambang adalah benda-benda yang ada di dalam bumi yang
mempunyai nilai ekonomis, baik berbentuk padat (emas, perak dan lain lain), cair
(minyak), dan gas. Dan juga yang didapatkan dari laut, seperti mutiara dan lain-lain.
Besarnnya nishab untuk hasil pertambangan senilai 85 gram emas maka wajib
dikeluarkan zakatnnya sebesar 2,5 %, dengan cara menghitung nilai barang tambang,
36
jika mencapai nishab, langsung dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu berlalu satu
tahun Hasil peternakan.
e. Hasil peternakan;
Zakat peternakan merupakan kekayaan yang berupa hewan ternak yaitu
kambing/domba, unta, dan sapi/kerbau. Selain hewan tersebut, dimasukkan kelomok
barang dagangan (Arifin, 2011:63) dalam Setiariware (2013).
Besarnya nishab untuk peternakan/hewan ternak adalah minimal berjumlah 5
ekor kambing dan unta baik jantan maupun betina, untuk sapi atau kerbau minimal
berjumlah 30 ekor baik jantan maupun betina, dan untuk kambing minimal berjumlah
40 ekor setelah berlalu satu tahun.
f. Hasil pendapatan dan jasa;
g. Rikaz.
Rikaz adalah harta temuan/karun yang terdapat di dalam perut bumi. Besaran
nishab untuk rikaz senilai dengan 85 gram emas dan langsung dikeluarkan zakatnya
sebesar 20% setalah mendapatkannya tanpa menunggu berlalalu satu tahun.
3. Yang Berhak Menerima Zakat
Dalam Al-Quran telah disebutkan golongan-golongan yang berhak menerima
zakat. Adapun kedelapan golongan tersebut yaitu:
a. Fakir adalah kelompok orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan
untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan juga keluarganya.
b. Miskin merupakan kelompok orang yang berbeda dengan fakir, mereka memiliki
penghasilan akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dan
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keluarganya. Penyaluran untuk fakir dan miskin melalui pemenuhan kebutuhan
primer yang bersifat konsumtif atau produktif melalui program pemberdayaan
untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
c. Amil adalah kelompok pengelola dan petugas zakat yang mendapat bagian dari
zakat sebesar 12,5 % untuk melaukan tugas-tugasnya dan sebagai biaya
administrasi yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan dan pendistribusian dana
zakat.
d. Muallaf kelompok orang yang baru masuk islam, dan dianggap masih lemah
imannya sehingga harus diperkuat. Saat ini penditribusian untuk muallaf dapat
diberikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bergerak dalam syiar Islam.
e. Memerdekakan budak, artinya bagian zakat yang diguanakn untuk membebaskan
budak dan menghilangkan semua bentuk sistem perbudakan.
f. Gharimin, yaitu kelompok orang yang berutang yang tidak mampu untuk
melunasinya, kriterianya adalah orang yang berhutang untuk memenuhi nafkah
keluarganya atau berhutang karena kehilangan hartanya disebabkan suatu
bencana.
g. Fisabilillah, yaitu orang yang dalam jalanan Allah SWT, untuk saat ini
pendistribusiannya pada lembaga pendidikan islam, pembagunan masjid dan syiar
da’i.
h. Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, untuk saat ini
dapat diaplikasikan pada pemberian beasiswa pendidikan karena ketiadaan dana
atau untuk membina dan membiayai anak terlantar dan sebagainya.
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4. Zakat Perusahaan
Dalam perkembangannya sebagian perusahaan tidak hanya dikelola secara
individual, tetapi secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi
dengan manajemen yang modern, dalam bentuk badan hukum PT, CV, firma ataupun
yayasan. Perusahaan secara global mencakup:
a. Perusahaan yang menghasilkan produk tertentu (commodity) seperti perusahaan
industri, jika dikenakan zakat maka produk yang dihasilkan harus halal dan
kepemilikannya oleh orang muslim. Jika kepemilikannya bercampur dengan non
muslim maka zakat berdasarkan kepemilikan.
b. Perusahaan dagang, seperti perusahaan retail yang membeli barang kemudian
menjual kembali tanpa diolah.
c. Perusahaan jasa, seperti pengacara, akuntan, perusahaan jasa keuangan (bank,
asuransi, reksadana, dan lain-lain).
Zakat perusahaan adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta
hasil ijtihad para ahli fiqh. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai zakat perusahaan
agak sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Perusahaan yang diwajibkan
mengeluarkan zakatnya hanyalah perusahaan yang dimiliki atau kepemelikan
mayoritasnya dipegang oleh orang muslim.
Zakat perusahaan di dalam fiqih muamalah tidak dijelaskan secara khusus.
Namun, landasan hukum zakat pada perusahaan ini adalah nash-nash yang bersifat
umum. Qardhawi (1996) menganalogikan zakat perusahaan ini sebagai zakat
perdagangan, sedangkan Hafidhuddin (2002) yang dikutip dalam Junaidi (2006),
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mengatakan bahwa perusahaan yang dikaitkan dengan kewajiban zakat adalah
perusahaan dengan produk halal dan dimiliki oleh seorang muslim. Sula dan Zuhdi
(2010) juga menyatakan bahwa zakat perusahaan dianalogikan sebagai zakat
perniagaan atau perdagangan.
Pada prinsipnya harta yang dibayarkan zakatnya nilainya haruslah sampai
nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan menjadi milik penuh
pemiliknya. Namun, ketika yang menjadi muzakki adalah sebuah lembaga dengan
beragam klasifikasi aset, kewajiban, dan kegiatan usaha, metode perhitungan zakat
yang muncul pun menjadi beragam dengan tujuan menghasilkan angka pembayaran
zakat yang optimal.
Sedangkan menurut Nurhayati dan Wasilah (2009) dalam Pratiwi (2013),
zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi, yaitu; a)
Kepemilikan dikuasai oleh Muslim/Muslimin; b) Bidang usaha harus halal; c) Aset
perusahaan dapat berkembang; d) Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85
gram emas.
Adapun syarat teknisnya adalah; a) Adanya peraturan yang mengharuskan
pembayaran zakat perusahaan tersebut; b) Anggaran dasar perusahaan memuat hal
tersebut; c) RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu; d)
Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada
dewan direksi perusahaan.
Menurut Rochim (2014), ada beberapa prinsip dalam perhitungan zakat
perusahaan yaitu:
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a. Zakat hanya dibebankan kepada orang muslim dan tidak dibebankan kepada non
muslim.
b. Zakat perusahaan pada dasarnya menzakati harta orang-orang yang menamkan
modal diperusahaan serta keuntungannya.
c. Sistem zakat perusahaan tergantung bidang perusahaan tersebut: Perusahaan
yang bergerak dibidang perdagangan dan keuangan sistem zakatnya adalah zakat
perdagangan. Perusahaan yang bergerak dibidang pertanian dan perkebunan
maka zakatnya adalah zakat pertanian atau perkebunan. Sedangkan perusahaan
jasa dan pertambangan ada perbedaan di antara ulama baik terkait dengan nishab
dan besaran zakat yang harus dikeluarkan; sebagian ulama berpendapat
mengikuti penghitungan emas serta perak dan ada juga yang berpendapat
mengikuti pertanian.
d. Perusahaan yang bergerak di bidang industri: bahan baku yang belum diproduksi
masuk dalam hitungan harta yang terkena zakat.
e. Penghitungan zakat perusahaan boleh dilakukan saat tutup buku atau genap satu
tahun. Dengan demikian, penghitungan zakat perusahaan tidak berdasarkan pada
fluktuasi keuangan yang berlangsung perbulan atau perhari. Penghitungan di
lakukan pertahun.
f. Nilai zakat perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan keuangan 2,5
persen. Sedangkan nishabnya adalah 85 gram emas.
g. Nilai zakat perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan 5 atau
10 persen. Sedangkan nishabnya adalah 653 kg beras atau senilai dengannya.
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h. Nilai zakat perusahaan pertambangan (emas, batu bara, gas dan sejenisnya)
adalah 2,5 persen menurut sebagian ulama dan seperti pertanian menurut ulama
yang lain. Sedangkan nishabnya adalah: 85 gram emas dan ada yang berpendapat
seperti pertanian.
Adapun beberapa metode dalam menghitung besarnya zakat perusahaan yaitu:
a. Bazis DKI (Nikmatuniayah, 2009)
(Aset Lancar – Utang Lancar) x 2,5%
b. Hafiduddin (2000) dalam Nikmatuniayah (2009)
(Total Aset Lancar + Laba Bersih) x 2,5%
c. AAOIFI (Nikmatuniayah, 2009)
1) Metode Aset Bersih (Net Asset)
Aset subjek zakat – (Utang Lancar + Modal Investasi + Penyertaan
Minoritas + Penyertaan Pemerintah + Penyertaan Lembaga Sosial,
Endowment, dan Lembaga Non Profit) x 2,5775%
2) Metode Ekuitas Bersih (Net Invested Fund)
(Tambahan Modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari
aset + Laba Ditahan + Laba Bersih + Utang Jangka Panjang) – (Aset tetap
+ investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian) x 2,5775%
d. Abdul Hamid Habbe (2009) dalam Nasir (2015)
{(Kas + Persediaan) – Utang Lancar} x 2,5%
e. Dompet Dhuafa (Rochim, 2014)
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1) (seluruh uang perusahaan yang ada, baik uang cash maupun di bank + nilai
barang yang diperjual belikan ) x 2,5 %
2) (semua asset perusahaan – asset tidak terkena zakat (sarana dan fasilitas) ) x
2,5%
F. Historical Cost
Menurut Suwardjono (2008) dalam Sonbay (2010) kos historis merupakan
rupiah kesepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem
pembukuan. Prinsip historical cost menghendaki digunakannya harga perolehan
dalam mencatat aktiva, utang, modal dan biaya. Yang dimaksud dengan harga
perolehan adalah harga pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak yang
tersangkut dalam tranksaksi. Harga perolehan ini harus terjadi pada seluruh traksaksi
diantara kedua belah pihak yang bebas. Harga pertukaran ini dapat terjadi pada
seluruh tranksaksi dengan pihak ekstern, baik yang menyangkut aktiva, utang, modal
dan transaksi lainnya.
Biaya historis akuntansi bertujuan untk memberikan informasi yang berguna
bagi pengambilan keputusan ekonomi yang diambil berarti memberikan informasi
tentang fungsi kepengurusan manajemen, meskipun penting, ini relatif sempit
interpretasi sejarah objektif dari akuntansi yang lain. Peran akuntansi adalah untuk
memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pengguna informasi untuk
pengambilan keputusan. Biaya historis tidak cukup untuk mengevaluasi keputusan
bisnis saat perolehan aktiva tetap, biaya historis mereka relevan karena merujuk
kepada peristiwa saat ini.
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Adapun kelebihan dalam menggunakan historical cost, yaitu; a) Historical
cost relevan dalam membuat keputusan ekonomi; b) Historical cost berdasarkan pada
transaksi yang sesungguhnya, tidak pada kemungkinan; c) Selama sejarah, laporan
keuangan yang menggunakan historical cost sangat berguna; d) Pengertian terbaik
mengenai konsep keuntungan adalah kelebihan dari harga jual dari historical cost
(http://one.indoskripsi.com/node/6031).
Selain kelebihan yang telah disebutkan di atas, menurutn Muljono dalam
Sonbay (2010) historical cost juga mempunyai kekurangan, diantaranya:
1. Adanya pembebanan biaya yang terlalu kecil karena pendapatan untuk suatu
hal tertentu pada saat tertentu akan dibebani biaya yang didasarkan pada suatu
nilai uang yang telah ditetapkan beberapa periode yang lalu pada saat
pencatatan terjadinya biaya tersebut.
2. Nilai aktiva yang dicatat dalam neraca akan mempunyai nilai yang lebih
rendah apabila dibandingkan dengan perkembangan harga daya beli uang
terakhir. Di samping itu juga terjadi perubahan-perubahan kurs yang cepat
atas aktiva dan pasiva dalam valuta asing yang dikuasai persahaan sehingga
mengalami kesulitan dalam perhitungan selisih kurs yang tepat.
3. Alokasi biaya untuk depresiasi, amortisasi akan dibebankan terlalu kecil dan
mengakibatkan laba dihitung terlalu besar.
4. Laba/rugi yang terjadi yang dihasilkan oleh perhitungan laba/rugi yang
didasarkan pada asumsi adanya stable monetary unit tersebut tidaklah riil
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apabila diukur dengan perkembangan daya beli uang yang sedang
berlangsung.
5. Perusahaan tidak akan mempertahankan real-capital-nya dan ada
kecenderungan terjadinya kanibalisme terhadap modal sehubungan dengan
pembayaran pajak perseroan dan pembangian laba yang lebih besar daripada
semestinya.
6. Menyalahi mathematical principle karena berbagai himpunan yang tidak sama
dijumlahkan menjadi satu.
7. Di samping hal-hal di atas akan timbul kesulitan-kesulitan bagi manajemen
perusahaan apabila harus mendasarkan pada laporan akuntansi yang disusun
atas dasar asumsi adanya stable monetary unit.
Akuntansi historical cost memandang nilai yang dihasilkan dalam bisnis
dengan pembelian input (dari para penyalur), mentransformasi mereka menurut suatu
rencana bisnis dan menjual produk yang sebagai akibat (kepada customer) melebihi
biaya; singkatnya, nilai ditambahkan oleh arbitraging (entry dan exit) harga di dalam
input dan output pasar untuk barang dan jasa menurut perencanaan bisnis. Akuntansi
historical cost tidak melaporkan nilai dari hasil-hasil yang diharapkan dari
perencanaan bisnis, lebih pada melaporkan tentang kemajuan yang dibuat dalam
melaksanakan rencana, mengenali nilai tambah (earning) dari tranksaksi aktual dalam
input dan output pasar menjadi arbitraged (Sonbay, 2010).
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G. Current/Fair Value
Penggunaan historical costing dipandang akan mengurangi aspek kualitas
relevansi, sehingga laporan keuangan tidak dapat digunakan dalam pengambilan
keputusan. Oleh karena itu current/fair value muncul untuk mengatasi kekurangan
historical cost.
Current Value Accounting, merupakan prinsip dasar akuntansi dimana laba
dianggap karena kenaikan harga akan mengakibatkan kas yang digunakan untuk
mendapatkannya memang harus seharga itu jika ingin membelinya sekarang.
Akuntansi nilai sekarang adalah konsep bahwa aset dan kewajiban diukur
pada nilai saat ini di mana mereka bisa dijual atau diselesaikan pada tanggal saat
ini. Ini bervariasi dari metode historis-digunakan hanya merekam aktiva dan
kewajiban pada jumlah di mana mereka awalnya diperoleh atau terjadi (yang
merupakan sudut pandang yang lebih konservatif).
Alasan untuk menggunakan nilai saat ini adalah bahwa ia menyediakan
informasi kepada pengguna laporan keuangan perusahaan yang paling dekat
berhubungan dengan kondisi bisnis saat ini.
Menurut Suwardjono (2008) dalam Sonbay (2010) current/fair value adalah
jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu obyek dalam suatu tranksaksi antara
pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan.
Dengan demikian, fair value bukanlah nilai yang akan diterima atau
dibayarkan entitas dalam suatu transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan,
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atau penjualan akibat kesulitan keuangan. Nilainya adalah nilai yang wajar
mencerminkan kualitas kredit suatu instrumen.
Penman (2007) dalam Sonbay (2010) mengemukakan pendapatnya mengenai
kelebihan dari Current/Fair Value:
1. Investor-investor berkaitan dengan nilai, bukan biaya, maka melaporkan fair
value.
2. Dengan berlalunya waktu, harga historis jadinya tidak relevan di dalam
menaksir posisi keuangan suatu entitas. Harga menyediakan informasi terbaru
sekitar nilai dari aset-aset.
3. Akuntansi fair value melaporkan aset dan kewajiban dalam cara yang
ekonomis akan memperhatikan mereka; fair value mencerminkan unsur
pokok ekonomi yang benar.
4. Akuntansi fair value melaporkan economic income: seturut diterima secara
luas defenisi Hicksian dari pendapatan sebagai perubahan dalam kekayaan,
perubahan dalam fair value dari aset bersih pada neraca menghasilkan
pendapatan. Akuntansi fair value adalah solusi kepada permasalahan akuntan
dalam pengukuran pendapatan, dan lebih disukai dibanding ratusan peraturan
yang mendasari pendapatan historical cost.
5. Fair value adalah penukuran berbasis pasar yang tidak dipengaruhi oleh
faktor-faktor khusus untuk entitas tertentu; secara setimpal itu menunjukkan
satu pengukuran yang tidak bias yang konsisten dari periode ke periode dan
lintas entitas.
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Meskipun muncul sebagai sarana untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki
oleh Historical cost, bukan berarti current/fair value tidak memiliki kelemahan.
Pandangan Krumwiede (2008) dalam Sonbay (2010) sedikit memberikan kritiknya
tentang current/fair value, diantaranya:
1. Meskipun bermaksud baik namun perkiraan manajemen tentang fair value
bisa menjadi salah pada luas berbagai prediksi dan asumsi yang salah.
2. Oportunistik dan ketidakjujuran manajemen dapat mengambil keuntungan
dari penilaian dan estimasi yang digunakan dalam proses manipulasi dan
mengurutkan angka pada hasil dalam angka pendapatan yang diinginkan.
H. Historical Cost dalam Paradigma Akuntansi Islam
Menurut konsep historical cost ini, aset dicatat pada jumlah kas atau setara
kas yang dibayarkan pada saat akuisisi aset tersebut. Kewajiban dicatat pada jumlah
yang diterima dalam pertukaran obligasi. Argumen terhadap penggunaan metode
penilaian ini adalah bahwa historical cost dapat dibuktikan dan objektif. Namun
demikian, konsep ini telah menarik kritikan yang kuat. Kekurangan utamanya tampak
dari efek perubahan harga yang timbul baik karena perubahan umum dalam daya beli
dan perubahan relatif terhadap harga dari suatu item spesifik (Napier, 2007).
Adnan dan Gaffikin (1997) mengkritik konsep historical cost dengan dasar
bahwa konsep tersebut dapat menyesatkan dalam artian memberikan nilai yang telah
usang. Akuntansi yang menyesatkan dianggap tidak konsisten dengan nilai-nilai
Islam yang menekankan keadilan dalam bisnis dan masyarkat.
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Sebagai tambahan, konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu
hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa
laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang,
baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu
keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu
diperoleh.
Beberapa cendikiawan Islam telah mendukung penggunaan historical cost.
Namun, sebagian besar ahli hukum menyarankan penggunaan current value atas aset
menurut harga jualnya dengan konsep growing capital.
I. Current Value dalam Perhitungan Zakat
Isu mengenai penggunaan current value telah muncul sejak AAOIFI pertama
kali didirikan. Pertimbangan relijius dan praktikal memilih untuk mengacuhkan
konsep tersebut dan lebih memilih untuk menggunakan historical cost. Namun
demikian, penilaian menggunakan current value tetap disyaratkan untuk perhitungan
zakat, sebagaimana dinyatakan oleh AAOIFI dalam pernyataan konsep.
Zakat dihitung berdasarkan nilai aset yang dimiliki. Penggunaan historical
cost dinilai kurang relevan dalam perhitungan zakat karena historical cost tidak
mencerminkan nilai kekayaan yang sesungguhnya yang menjadi subyek zakat. Oleh
karena itu, banyak ahli yang menyatakan bahwa seharusnya akuntansi Islam yang
berorientasi pada zakat seharusnya menggunakan current value sebagai dasar
penyusunan laporan keuangan. Mengutip hadist Nabi Muhammad SAW yang
menyatakan: “Value at current value (market price) and then pay zakah (on it)”.
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Beberapa ahli seperi Gambling dan Karim menyarankan penggunaan
Chamber’s CoCoA (Continuously Contemporary Accounting) untuk tujuan penilaian.
Dasar penilaian aset dalam CoCoA adalah nilai setara uang atas aset. Nilai pasar saat
ini dari aset dapat diinterpretasikan berdasarkan perkiraan nilai rata-rata dari
serangkaian transaksi yang terjadi atau akan terjadi jika perusahaan membeli atau
menjual suatu aset. Penilaian aset tidak bergantung pada satu transaksi kos historis
yang terjadi ketika perusahaan membeli aset tersebut.
Penggunaan current value accounting dalam pelaporan perusahaan Islam
dianggap sebagai salah satu metode perluasan akuntabilitas perusahaan ke dalam
domain sosial. Penggunaan current values untuk menentukan zakat memberikan
dukungan yang lebih besar atas prinsip-prinsip keadilan Islam daripada penggunaan
historical cost dalam neraca.
Namun demikian, beberapa ahli akuntansi Islam berpendapat bahwa
penggunaan current value melanggar tandeed principle. Menurut konsep ini,
seharusnya tidak ada distribusi laba dari transaksi komersial hingga pengembalian
modal yang diinvestasikan dalam transaksi. Penggunaan current value menyebabkan
laba didistribusikan sebelum modal dikembalikan.
J. Rerangka Pikir
Berdasarkan telaah pustaka dan tinjauan teoritis serta penelitian terdahulu,
maka model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan bagaiamana
perbandingan antara historical cost dan current value sebagai dasar penilaian aset
dalam menentukan besarnya zakat sebuah perusahaan. Untuk membantu dalam
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Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan beberapa hasil
penelitian terdahulu. Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk
menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
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menggunakan metode aktiva
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perusahaan akan terlihat nyata.
Berdasarkan metode ini harta
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zakatnya adalah Tambahan
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2,5% dari target omzet kotor
setiap bulan selama satu tahun.
Selain itu, perusahaaan juga
membayar kewajiban zakat
dengan mengeluarkan sebesar
Rp 50.000 tiap bulannya dan
diserahkan melalui BMH.
Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu di atas, para peneliti lebih
terfokus untuk mengkaji tentang metode yang digunakan dalam menentukan besarnya
zakat. Namun, diluar dari perbedaan metode perhitungan zakat yang digunakan
perusahaan, penilaian aset untuk metode yang menggunakan aktiva/aset sebagai dasar
perhitungan pun tak kalah penting untuk dibahas.
Sehingga dalam penelitian kali ini penulis ingin mengerucutkan penelitian
terhadap prinsip penilaian yang sebaiknya digunakan dalam menilai aset dalam




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut
Indrianto dan Supomo (2014) merupakan paradigma penelitian yang menekankan
pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan
kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci. Sedangkan
menurut Sugiyono (2012), penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk
mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna
adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data
yang tampak. Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori
yang dibangun melalui data yang diperoleh dari lapangan.
Penelitian ini dilakukan pada CV. Sedayu Makassar yang berlokasi di Jalan
Poros BTP Blok I/6 Makassar. Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan para ahli
dibidang akuntansi dan hukum Islam terkait dengan penelitian.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
fenomonologi. Secara ringkas, pendekatan fenomenologi bertujuan memperoleh
interpretasi terhadap pemahaman manusia (subyek) atas fenomena yang tampak dan
makna dibalik yang tampak, yang muncul dalam kesadaran manusia sebagai subyek
(Sugiyono, 2012).
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Penelitian fenomonologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna
konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada
beberapa individu. Dalam penelitian ini, yang diangkat adalah fenomena tentang
penilaian aset dalam penentuan besarnya zakat perusahaan. Dimana belum ada
kesepakatan tentang metode penilaian aset apa yang sebaiknya digunakan dalam
menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan perusahaan.
C. Sumber Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data
primer yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan para ahli dibidang
akuntansi dan hukum Islam. Sedangkan data sekunder dalam penelitian umumnya
dapat diperoleh dari perusahaan yang diteliti atau data yang dipublikasikan untuk
umum. Data sekunder dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tesusun
dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam
penelitian ini adalah laporan posisi keuangan dari CV. Sedayu Makassar.
D. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas,
penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
1. Studi Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan,
membaca, dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan buku-
buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan
kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam
pembahasan.
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2. Studi Dokumentasi, yaitu prosedur pengumpulan data berupa data-data
sekunder. Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau
sesuatu yang menyediakan informasi tentang subjek. Studi dokumentasi
dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang berkaitan dengan penilaian
aset dalam menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan perusahaan.
3. Studi lapangan, yaitu melakukan survei (wawancara) terhadap suatu obyek
secara langsung sebagai instrumen penelitian. Wawancara yang dilakukan
adalah komunikasi secara langsung (tatap muka) antara pewawancara yang
mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab
pertanyaan. Dalam penelitian ini, studi lapangan yang digunakan berupa
wawancara terhadap para ahli dalam bidang akuntansi maupun akuntansi
syariah, dan ahli hukum Islam, serta melakukan observasi pada lembaga amil
zakat dan lembaga terkait lainnya.
4. Internet Searching, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan
berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi
referensi penulis berkaitan masalah yang diteliti.
E. Instrumen Penelitian
Dalam proses pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti,
kelengkapan alat bantu juga berperan penting terrhadap kelancaran proses
pengumpulan data yang dibutuhkan. Dalam mengumpulkan data-data penulis
membutuhkan alat bantu, yaitu:
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1. Kerangka proses wawancara, digunakan agar wawancara yang dilakukan
berjalan dengan terstruktur dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian.
Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga
berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Kerangka proses observasi, digunakan agar peneliti dapat melakukan
pengamatan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga
observasi yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan awal. Pedoman
observasi disusun berdasrkan hasil observasi terhadap perilaku subjek dan
lingkungan sekitar selama proses wawancara berlangsung.
3. Alat perekam wawancara, berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara,
agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus
berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan
data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat ijin dari subjek
untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung. Alat
yang bisa digunakan seperti handphone.
F. Teknik Analisis Data
Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu
penelitian dengan teknik mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul. Penelitian
dilakukan dengan analisa metode-metode perhitungan zakat kekayaan berdasarkan
rumus yang telah diformulasikan oleh beberapa pendapat para ahli, yaitu:
1. Bazis DKI
(Aset Lancar – Utang Lancar) x 2,5%
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2. Hafiduddin
(Total Aset Lancar + Laba Bersih) x 2,5%
3. AAOIFI
a. Metode Aset Bersih (Net Asset)
Aset subjek zakat – (Utang Lancar + Modal Investasi + Penyertaan
Minoritas + Penyertaan Pemerintah + Penyertaan Lembaga Sosial,
Endowment, dan Lembaga Non Profit) x 2,5775%
b. Metode Ekuitas Bersih (Net Invested Fund)
(Tambahan Modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari
aset + Laba Ditahan + Laba Bersih + Utang Jangka Panjang) – (Aset tetap
+ investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian) x 2,5775%
4. Abdul Hamid Habbe
{(Kas + Persediaan) – Utang Lancar} x 2,5%
5. Dompet Dhuafa
a. (seluruh uang perusahaan yang ada, baik uang cash maupun di bank +
nilai barang yang diperjual belikan) x 2,5 %
b. (semua asset perusahaan – asset tidak terkena zakat (sarana dan fasilitas) )
x 2,5%
Namun, sebelum melakukan analisis data yang disebutkan diatas, peneliti
terlebih dahulu mengidentifikasi nilai sekarang dari aset-aset yang menjadi tempat
wajib zakat. Adapun aset yang menjadi tempat zakat, yaitu kas, barang yang tersedia
untuk dijual (persediaan), dan piutang. Selain itu, aset tetap seperti peralatan,
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peralatan medis, dan bangunan juga harus diidentifikasi nilai sekarangnya karena
menjadi pengurang dalam beberapa metode yang telah disebutkan diatas.
1. Persediaan. Dinilai berdasarkan harga barang sejenis pada saat penilaian.
2. Piutang. Dinilai berdasarkan nilai piutang bersih, yaitu piutang dikurangi
dengan penyisihan piutang.
3. Peralatan dan peralatan medis. Dinilai berdasarkan nilai wajar sesuai dengan
PSAK 68 tentang nilai wajar aset tetap, yaitu dengan mengidentifikasi harga
aset tersebut jika dibeli sekarang kemudian dikurangi akumulasi penysutan
dengan menggunakan metode garis lurus dan umur ekonomis yang berbeda
setiap peralatannya.
4. Bangunan. Dinilai berdasarkan taksiran nilai ketika membangun kembali
bangunan yang sama pada saat penilaian, kemudian dikurangi dengan
penyusutan yang sesuai.
Selain teknik analisis data tersebut diatas, penelitian ini juga diperdalam
dengan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang dinilai kompeten
dalam penelitian ini.
G. Pengujian Keabsahan Data
Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat
dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Keabsahan data dalam penelitian ini
meliputi uji validitas internal dan validitas eksternal.
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1. Uji validitas internal
Uji validitas internal dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data
dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh
semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai informan. Kriteria ini
berfungsi melakukan inquiry sedemikian rupa sehingga kepercayaan penemuannya
dapat dicapai.
Adapun teknik yang diajukan yaitu:
a. Meningkatkan ketekunan
Meningkatkan ketekunan berarti peneliti akan melakukan pengamatan secara
cermat dan berkesinambungan.
b. Triangulasi data
Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, hasil wawancara, hasil
observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang memiliki
sudut pandang yang berbeda.
c. Diskusi dengan teman
Peneliti melakukan diskusi dengan orang lain agar data lebih valid.
d. Menggunakan bahan referensi
Peneliti menggunakan pendukung rekaman wawancara untuk membuktikan data
penelitian.
e. Mengadakan member check
Data yang ditemukan peneliti akan diklarifikasikan kepeda pemberi data agar
data benar-benar valid.
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2. Uji Validitas Eksternal
Keabsahan ekternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat
digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki
sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, tetapi dapat dikatakan memiliki keabsahan
ekternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang
sama.
Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini untuk selanjutnya dapat
diterapkan, maka pembuatan laporan ini akan dibuat secara rinci, jelas, sistematis,
dan dapat dipercaya. Sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian
tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang
rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi
lebih jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan bisa atau




A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Profil Umum Objek Penelitian
Obyek dari penelitian ini adalah CV. Sedayu. Perusahaan ini merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa pelayanan kesehatan.
Perusahaan ini didirikan oleh dr. Ruslinah HTM., Sp.M., MARS pada tahun 2010
berlokasi di Jalan Tamalanrea Raya blok I no. 6. Bermula dari praktek sore yang
dilakukan oleh dokter spesialis mata hingga berkembang menjadi klinik yang
dilengkapi dengan optik dan apotek.
2. Lokasi Usaha/Kegiatan
Lokasi kegiatan CV. Sedayu dengan luas lahan keseluruhan adalah 175 M2
berdasarkan Akta Jual Beli No. 16 dengan rincian luas bangunan 126 M2 dan luas
area parkir 49 M2 yang terletak di jalan Tamalanrea Raya BTP Blok I No. 6
Makassar, Kelurahan Tamalanrea, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Dengan
memperhatikan peruntukan tata guna lahan berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang
Kota (RUTRK), Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) Kota Makassar serta
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar tahun 2005-2015, maka lokasi usaha
berada pada bagian kawasan Pusat Kota.
3. Bidang Usaha
Bidang usaha dari perusahaan ini adalah perdagangan dan pelayanan jasa di
bidang kesehatan. Hal tersebut diwujudkan dengan usaha jasa pelayanan kesehatan
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dan optik serta apotek, dimana kedua unit tersebut memiliki produk pelayanan yang
dapat memuaskan pelanggan.
Klinik yang awalnya didirikan dari praktek sore yang dilakukan oleh dokter
spesialis mata ini tidak hanya menyediakan jasa pelayanan kesehatan seperti
konsultasi dan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menyediakan jasa operasi bagi
pasien yang menderita katarak.
Selain itu, di Klinik Sedayu juga terdapat optik yang menyediakan berbagai
macam frame kacamata mulai dari anak-anak sampai dewasa, serta apotek yang
menyediakan obat-obatan umum dan obat yang berhubungan dengan penyakit.
4. Visi dan Misi
Visi:
Klinik Sedayu sebagai pusat pelayanan kesehatan terbaik dan terjangkau
untuk seluruh lapisan masyarakat.
Misi:
 Memberikan pelayanan kesehatan mata yang berkualitas dan
terjangkau secara profesional dan menyeluruh.
 Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mata guna
menurunkan angka kesakitan mata dan kebutaan.
5. Struktur Organisasi
Kebanyakan organisasi berawal sebagai usaha wiraswasta dengan struktur
sederhana yang terdiri atas pemilik atau pemilik-pemilik dan para karyawan. Struktur
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sederhana itu lebih dirumuskan secara negatif dari pada positif. Struktur sederhana itu
bukan struktur yang rumit. Yang dimaksud adalah bahwa organisasi itu mempunyai
derajat departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, otoritas yang
terpusat di tangan satu orang, dan sedikit formalisasi. Organisasi dengan struktur
sederhana lazimnya hanya mempunyai dua atau tiga tingkatan vertikal, sebuah
pengaturan karyawan secara informal, dan satu orang memegang wewenang
mengambil keputusan.
Struktur sederhana ini paling luas digunakan oleh perusahaan kecil di mana
pemilik dan manajernya merupakan orang yang sama. Kekuatan-kekuatan struktur
sederhana itu sudah jelas: cepat, fleksibel, dan murah untuk dipertahankan. Salah satu
kelemahan utamanya ialah bahwa sulit membuatnya menjadi sebuah struktur yang
efektif selain dalam organisasi-organisasi kecil. Struktur ini semakin lama semakin
tidak memadai sewaktu organisasi tumbuh sebab formalisasinya yang rendah serta
tingginya sentralisasi cenderung mengakibatkan kelebihan beban informasi di
puncak.
Sumber daya manusia merupakan modal utama bagi suatu usaha dan/atau
kegiatan, karena mencerminkan kualitas kerja yang diberikan oleh seseorang dalam
waktu tertentu untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang ditunjang motivasi
dan kreatifitas karyawan tersebut. Struktur organisasi dari pemrakarsa CV. Sedayu
dapat dilihat pada gambar berikut.
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B. Simulasi Perhitungan Besarnya Zakat Perusahaan Menggunakan Dasar
Penilaian Aset Historical Cost dan Current Value
Landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang
bersifat umum. Perusahaan yang dikaitkan dengan kewajiban zakat haruslah dengan
produk yang halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, atau jika
pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari
yang beragama Islam.
Landasan hukum zakat perusahaan dapat ditelaah pada surat al-Baqarah; 267
dan at-Taubah: 103 yang memang bersifat umum, juga merujuk kepada sebuah hadits
riwayat Imam Bukhari (hadits ke-1448 dan dikemukakan kembali dalam hadits ke-
1450 dan 1451) dari Muhammad bin Abdillah al- Anshari dari bapaknya, ia berkata
bahwa Abu Bakar r.a telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban yang
diperintahkan oleh Rasulullah saw.
... Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah.
Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut
mengeluarkan zakat.
... Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka
dikembalikan kepada keduanya secara sama.
Meskipun awalnya hadits tersebut ditujukan dalam perkongsian hewan ternak,
dalam perkembangannya Jumhur ulama mempergunakannya dengan meng-qiyas
(analogi) kepada bentuk syirkah yaitu perkongsian serta kerja sama usaha
(Hafidhuddin, 2002).
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Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha
menjadi badan hukum menurut Muktamar Internasional pertama tentang Zakat di
Kuwait (29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan
perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara para
pemegang saham, agar terjadi keridhaan.
Dalam kaitan dengan kewajiban zakat perusahaan ini, dalam Undang- Undang
No 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b)
dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah
perdagangan dan perusahaan.
Zakat perusahaan tersebut dianalogikan pula dengan zakat perdagangan dalam
penghitungannya, karena pada prinsipnya perusahaan intinya berpijak pada kegiatan
trading atau perdagangan. Pola penghitungan zakatnya didasarkan pada laporan
keuangan (neraca). Karena didasarkan pada neraca, maka dibutuhkan penilaian
terhadap nilai aset yang dimiliki perusahaan.
Akuntansi tentu tidak bisa lepas dari proses penilaian dan pengukuran atas
nilai suatu aset atau transaksi. Di dalam teori akuntansi ada beberapa metode
penilaian aset yang dapat digunakan, yaitu; Historical Cost, Purchasing Power
Adjusted Historical Cost, Net Relizable Value / Exit Value, Replacement Cost, Future
Discounted Cash Flow, Spesific Price Level Adjusted Historical Cost, Current Value
dan Prepaid Expense. Di dalam diskusi mengenai akuntansi syariah, sebagian besar
peneliti cenderung untuk memilih Current Value sebagai metode penilaian aset,
karena metode tersebut dinilai relevan dengan akuntansi syariah yang berorientasi
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pada zakat. Namun, beberapa ahli juga mendukung penggunaan historical cost yang
dinilai lebih reliable dan verifiable. Argumen terhadap penggunaan metode penilaian
ini adalah bahwa historical cost dapat dibuktikan dan objektif.
Di Indonesia sendiri, metode perhitungan zakat yang dilakukan perusahaan
masih beragam, dikarenakan belum adanya ketetapan dari pemerintah terkait hal
tersebut. Sebelum menghitung zakat perusahaan, kita terlebih dahulu harus
mengetahui nishab dan haul perusahaan. Nishab zakat perusahaan yaitu 85 gram
emas dan haul yang digunakan yaitu satu tahun periode pelaporan keuangan. Dalam
menghitung zakat perusahaan menggunakan laporan tahunan sebagai acuan. Harga
pasar emas per 31 Januari 2016 adalah Rp 548.000/gram. Oleh sebab itu, nishab zakat
perusahaan adalah Rp 46.580.000 (Rp 548.000 x 85 gram). Nishab dihitung
berdasarkan keuntungan yang dicapai perusahaan dalam satu periode.
Sebelum melakukan simulasi perhitungan zakat, harus diidentifikasi terlebih
dahulu nilai sekarang dari aset-aset yang menjadi tempat wajib zakat. Adapun aset
yang menjadi tempat zakat, yaitu kas, barang yang tersedia untuk dijual (persediaan),
dan piutang. Selain itu, aset tetap seperti peralatan, peralatan medis, bangunan, dan
tanah juga harus diidentifikasi nilai sekarangnya karena menjadi pengurang dalam
beberapa metode perhitungan yang dimasukkan.
1. Bazis DKI
Bazis DKI menghitung zakat dari aset lancar sesuai dengan neraca tahunan,
yaitu uang yang ada di kas bank, surat-surat berharga, dan persediaan dikurangi
dengan kewajiban yang harus dibayar dengan ketentuan nishab 98 gram emas murni
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dan tarif zakat 2,5 %. Dalam perhitungan ini aset tetap dan utang jangka panjang
tidak diperhitungkan.
Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2015,
maka simulasi perhitungan besaran zakat perusahaan yang dikeluarkan adalah sebagai
berikut:
Besaran zakat = (Aset Lancar – Utang Lancar) x 2,5 %
= (Rp 889.604.250 – Rp 401.852.505) x 2,5%
= Rp 12.193.794
2. Hafiduddin
Menurut metode Hafiduddin, zakat usaha adalah 2,5 % dihitung dari jumlah
seluruh nilai aset barang dagangan dan laba yang diperoleh dari barang tersebut
setelah sampai nishab (setara 98 gram emas) dan sudah cukup masa satu tahun.
Dibagian lain, beliau mengemukakan bahwa yang dihitung hanya nilai barang yang
diperdagangkan tidak termasuk aset tetap, dalam bahasa fiqh: “seluruh harta yang
sejak awalnya diperuntukkan untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan
keuntungan”. Kalau ini maka nilai yang menjadi dasar perhitungan zakat adalah
persediaan barang dagangan akhir serta laba yang ditimbulkannya. Dibagian lain
beliau menjelaskan lagi bahwa uang tunai di bank, emas yang dibeli dari usaha,
persediaan barang dagangan, dan piutang yang timbul dari penjualan barang yang
kolektibilitasnya tinggi juga termasuk dalam nilai dasar perhitungan zakat.
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Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2015,
maka simulasi perhitungan besaran zakat perusahaan yang dikeluarkan adalah sebagai
berikut:
Besaran zakat = (Total Aset Lancar + Laba Bersih) x 2,5 %
= (Rp 889.604.250 + Rp 394.384.545) x 2,5%
= Rp 32.099.720
3. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions)
a. Metode Aset Bersih (Net Asset)
Besaran zakat = Aset subjek zakat – (Utang Lancar + Modal Investasi +
Penyertaan Minoritas + Penyertaan Pemerintah + Penyertaan
Lembaga Sosial, Endowment, dan Lembaga Non Profit) x
2,5775%
= (Rp 889.604.250 – Rp 401.852.505) x 2,5775%
= Rp. 487.751.745 x 2,5775%
= Rp. 12.571.801
b. Metode Net Invested Funds / Metode Ekuitas Bersih
Besaran zakat = (Tambahan Modal + Cadangan + Cadangan yang bukan
dikurangkan dari aset + Laba Ditahan + Laba Bersih + Utang
Jangka Panjang) – (Aset tetap + investasi yang tidak
diperdagangkan + kerugian) x 2,5775%
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= Rp. 394.384.545 – Rp. 1.825.230.000 x 2,5775%
= (-Rp 1.430.845.455) x 2,5775%
= (-Rp 36.880.042)
4. Abdul Hamid Habbe
Metode ini menggunakan pendekatan neraca dalam menghitung zakat
perusahaan. Zakat perusahaan dikeluarkan dengan cara mengurangkan aset lancar
dengan utang lancar. Namun, tidak semua aset lancar dikeluarkan zakatnya. Aset
lancar yang dikeluarkan zakatnya merupakan aset lancar yang tidak habis pakai.
Contohnya seperti kas, persediaan, surat berharga tersedia untuk dijual. Aset lancar
seperti piutang, perlengkapan, atau biaya dibayar dimuka tidak dikeluarkan zakatnya.
Seluruh aset lancar yang dikategorikan wajib zakat akan dikurangkan dengan utang
lancar. Syarat dari dikeluarkannya zakat ini harus mencapai nishab 85 gram emas
harga pasar serta cukup haul selama 1 tahun.
Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2015,
maka simulasi perhitungan besaran zakat perusahaan yang dikeluarkan adalah sebagai
berikut:
Besaran Zakat = {(Kas + Persediaan) – Utang Lancar} x 2,5%
= {(Rp 725.191.250 + Rp 155.601.000) – Rp
401.852.505} x 2,5%




Perhitungan zakat perusahaan menurut metode ini adalah sebagai berikut:
a. Besaran Zakat = (seluruh uang perusahaan yang ada, baik uang cash
maupun di bank + nilai barang yang diperjual belikan ) x 2,5
%
= (Rp 725.191.250 + Rp 155.601.000) x 2,5%
= Rp. 880.792.250 x 2,5%
= Rp.   22.019.806
b. Besaran Zakat = (semua asset perusahaan – asset tidak terkena zakat
(sarana dan fasilitas) ) x 2,5%
= Rp. 2.721.883.250 – Rp. 1.825.230.000
= Rp. 896.653.250 x 2,5%
= Rp. 22.416.331
Berdasarkan beberapa metode perhitungan di atas, maka didapatkan besaran
zakat perusahaan yang variatif. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing
metode mengambil dasar perhitungan yang berbeda-beda.
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Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Zakat Perusahaan Berdasarkan Metode yang Berbeda
Menggunakan Penilaian Aset Historical Cost
Metode Perhitungan Zakat Besaran Zakat
Bazis DKI Rp 12.193.794
Hafiduddin Rp 32.099.720
AAOIFI (Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial
Institution)
a. Metode Aset Bersih
12.571.801
b. Metode Ekuitas Bersih
(-Rp 36.880.042)
Abdul Hamid Habbe Rp 11.973.494
Dompet Dhuafa a. Rp. 22.019.806
b. Rp. 22.416.331
Sumber: Diolah oleh peneliti
Berdasarkan Tabel diatas, perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan
metode dari Hafiduddin merupakan hasil perhitungan zakat terbesar. Sedangkan
perhitungan zakat dengan metode AAOIFI (Accounting and Auditing Organization
for Islamic Financial Institutions) menggunakan metode ekuitas bersih merupakan
hasil perhitungan zakat dengan hasil terendah karena memperoleh nilai negatif.
Sebagai bahan pembanding, berikut akan disajikan simulasi perhitungan zakat
perusahaan menggunakan prinsip penilaian current value. Karena yang
diperbandingkan adalah penilaian aset, maka hanya akan diambil metode perhitungan
yang terkait dengan unsur-unsur dalam neraca.
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1. Bazis DKI
Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2015,
maka besaran zakat perusahaan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:
Besaran zakat = (Aset Lancar – Utang Lancar) x 2,5 %
= (Rp 890.320.250 – Rp 398.025.405) x 2,5%
= Rp. 12.307.371
2. Hafiduddin
Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2015,
maka besaran zakat perusahaan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:
Besaran zakat = (Total Aset Lancar + Laba Bersih) x 2,5 %
= (Rp 890.320.250 + Rp 359.940.645) x 2,5%
= Rp 31.256.522
3. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions)
a. Metode Aset Bersih (Net Asset)
Besaran zakat = Aset subjek zakat – (Utang Lancar + Modal Investasi +
Penyertaan Minoritas + Penyertaan Pemerintah + Penyertaan
Lembaga Sosial, Endowment, dan Lembaga Non Profit) x
2,5775%
= (Rp 890.320.250 – Rp 398.025.405) x 2,5775%
= Rp 492.294.845 x 2,5775%
= Rp   12.688.900
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b. Metode Net Invested Funds / Metode Ekuitas Bersih
Besaran zakat = (Tambahan Modal + Cadangan + Cadangan yang bukan
dikurangkan dari aset + Laba Ditahan + Laba Bersih + Utang
Jangka Panjang) – (Aset tetap + investasi yang tidak
diperdagangkan + kerugian)
= (Rp. 359.940.645 – Rp. 3.245.300.000) x 2,5775%
= (-Rp 2.885.359.355) x 2,5775%
= (-Rp. 74.370.137)
4. Abdul Hamid Habbe
Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2015,
maka besaran zakat perusahaan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:
Besaran Zakat = {(Kas + Persediaan) – Utang Lancar} x 2,5%
= {(Rp 725.191.250 + Rp 157.517.000) – Rp
398.025.405} x 2,5%
= (Rp. 882.708.250 – 398.025.405) x 2,5%
= Rp 12.117.071
5. Dompet Dhuafa
Perhitungan zakat perusahaan menurut metode ini adalah sebagai berikut:
a. Besaran Zakat = (seluruh uang perusahaan yang ada, baik uang cash
maupun di bank + nilai barang yang diperjual belikan ) x 2,5
%
= (Rp 725.191.250 + Rp 157.517.000) x 2,5%
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= Rp. 882.708.250 x 2,5%
= Rp. 22.067.706
b. Besaran Zakat = (semua asset perusahaan – asset tidak terkena zakat
(sarana dan fasilitas) ) x 2,5%
= Rp. 4.142.669.250 – Rp. 3.245.300.000
= Rp. 897.369.250 x 2,5%
= Rp. 22.434.231
Berdasarkan beberapa metode perhitungan di atas, maka didapatkan besaran
zakat perusahaan yang variatif. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing
metode mengambil dasar perhitungan yang berbeda-beda.
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Zakat Perusahaan Berdasarkan Metode yang Berbeda
Menggunakan Penilaian Aset Current Value
Metode Perhitungan Zakat Besaran Zakat
Bazis DKI Rp 12.307.371
Hafiduddin Rp 31.256.522
AAOIFI (Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial
Institution)
a. Metode Aset Bersih
Rp. 12.688.900
b. Metode Ekuitas Bersih
(-Rp. 74.370.137)
Abdul Hamid Habbe Rp 12.117.071
Dompet Dhuafa a. Rp. 22.067.706
b. Rp. 22.434.231
Sumber: Diolah oleh peneliti
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Berdasarkan Tabel diatas, perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan
metode dari Hafiduddin merupakan hasil perhitungan zakat terbesar. Sedangkan
perhitungan zakat dengan metode AAOIFI (Accounting and Auditing Organization
for Islamic Financial Institutions) menggunakan metode ekuitas bersih merupakan
hasil perhitungan zakat dengan hasil terendah karena memperoleh nilai negatif.
C. Perbandingan Antara Historical Cost dan Current Value Sebagai Dasar dalam
Menentukan Besarnya Zakat Perusahaan
Perhitungan yang dilakukan dengan metode yang berbeda, akan mendapatkan
hasil yang berbeda pula. Perbandingan dari hasil simulasi perhitungan zakat yang
menggunakan kedua penilaian aset, disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Zakat Perusahaan Berdasarkan Metode yang Berbeda
Menggunakan Penilaian Aset Historical Cost dan Current Value
Metode Perhitungan Zakat
Besaran Zakat
Historical Cost Current Value
Bazis DKI Rp 12.193.794 Rp 12.307.371




a. Metode Aset Bersih
12.571.801
b. Metode Ekuitas Bersih
(-Rp 36.880.042)
a. Metode Aset Bersih
Rp. 12.688.900
b. Metode Ekuitas Bersih
(-Rp. 74.370.137)






Sumber: Diolah oleh peneliti
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Metode yang digagas oleh Bazis DKI, Abdul Hamid Habbe, dan Dompet
Dhuafa menunjukkan angka yang lebih kecil ketika menggunakan penilaian historical
cost, perbedaan yang muncul dari kedua metode tersebut karena yang menjadi tempat
zakatnya termasuk persediaan. Harga perolehan persediaan lebih rendah dibanding
nilai pasarnya.
Berbeda dengan metode ekuitas bersih dari AAOIFI yang justru menunjukkan
angka pembayaran zakat yang lebih besar ketika asetnya dinilai dengan historical
cost. Hal tersebut disebabkan karena aset tetap di dalam metode tersebut menjadi
pengurang. Sehingga hasil yang didapatkan akan lebih besar ketika dinilai dengan
historical cost dibanding current value, karena yang menjadi pengurang lebih sedikit.
Hampir semua metode perhitungan memperlihatkan hasil yang lebih besar
ketika asetnya dinilai menggunakan current value. Jika semua pemikiran pemilik
perusahaan sejalan dengan pemikiran Mohammad Shaifie Zein, Direktur Utama PT
Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re), yang membayar zakat perusahaannya
dari nilai terbesar yang didapatkan setelah melakukan beberapa metode perhitungan
(Baznas 2014), maka akan lebih baik jika melakukan penilaian aset dengan current
value.
Semakin banyak zakat yang dikeluarkan, maka semakin banyak pula yang
bisa dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan hal itu,
setidaknya keberadaan para pelaku usaha dapat menjadi manfaat bagi makhluk Allah
lainnya atau dapat memenuhi makna dari rahmatan lil ‘alamin.
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Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa pengenaan zakat perusahaan
wajib hukumnya dari beberapa dasar hukum yang ditetapkan Al-Quran dan hadist,
serta dari penganalogiannya pada zakat perdagangan. Karakter yang melekat pada
perusahaan juga menjadi syarat atas diberlakukannya zakat atas kekayaan perusahaan
tersebut.
Salah satu potensi zakat yang besar di negara kita, namun sampai sekarang
belum tersosialisasi secara luas dan merata serta belum terhimpun hasilnya secara
maksimal adalah zakat perusahaan. Sebagai contoh, potensi zakat dari sektor industri
di negara kita sesuai hasil penelitian Muhammad Firdaus, Irfan Syauqi Beik, Tonny
Irawan dan Bambang Juanda (IRTI IDB, 2012) mencapai Rp 22 triliun per tahun.
Belum dari sektor perdagangan, jasa, dan sektor usaha lainnya yang terus
berkembang.
Bila digali lebih dalam, potensi zakat industri ini terdiri dari industri
manufaktur (Rp22 triliun), industri konstruksi (Rp400 miliar), perdagangan ritel
(Rp2,3 triliun), real estate (Rp1,7 triliun), dan BUMN (Rp2,4 triliun). Begitu tinggi
potensi zakat nasional, terutama zakat perusahaan. Sayangnya, dana zakat perusahaan
yang bisa dihimpun lembaga pengelola zakat sangat kecil. BAZNAS saja, pada 2013
kemarin, hanya menghimpun Rp5,3 miliar.
Menurut Kepala Divisi Penghimpunan BAZNAS Mohd. Nasir Tajang, kondisi
itu terjadi karena berbagai faktor, antara lain, kurangnya pemahaman masyarakat,
terutama para pelaku ekonomi tentang zakat perusahaan. Selain itu, katanya lebih
lanjut, juga karena belum adanya fatwa dari lembaga yang resmi, seperti Majelis
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Ulama Indonesia (MUI) tentang zakat perusahaan, baik dari segi hukum maupun
teknis penghitungannya. “Fatwa ulama itu penting. Sebab, di lapangan ditemui
masalah, para ulama berbeda pemahaman tentang zakat perusahaan ini. Belum lagi
soal penghitungannya, apakah dari neraca atau dari laba bersih perusahaan” (Baznas,
2014).
Yang mendesak dimiliki untuk mengoptimalkan potensi zakat perusahaan ini
adalah pedoman tentang zakat perusahaan dari lembaga resmi pemerintah, misalnya
dari MUI. Kalau masalah kebijakan pemerintah tentang zakat ini sudah cukup karena
dalam Undang-Undang No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab 1 pasal 4
sudah disebutkan bahwa di samping zakat mal ada zakat badan.
Pimpinan PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re), yang
membayarkan zakat ke BAZNAS sejak 2009 atau empat tahun sejak berdiri unit
syariahnya (2005) sangat antusias terhadap pembayaran zakat perusahaan, karena ia
selalu ingat dengan pesan Prof. Umar Shihab, DPS Asuransi Binagria, saat ia menjadi
Kepala Unit Syariah Asuransi Binagria. “Membuat unit syariah itu mudah, tetapi
menjalankannya susah. Salah satu yang dilarang dalam mu’amalah ialah berbuat
zalim. Termasuk berbuat zalim adalah tidak segera membayarkan hak orang lain yang
ada pada dirimu. Menunda pembayaran hak orang lain saja sudah zalim, apalagi tidak
membayarkannya”, kata Shaifie mengutip pesan Prof. Shihab yang hingga sekarang
masih diingatnya itu (Baznas, 2014).
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Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa yang menjadi pemicu belum
optimalnya pemungutan zakat perusahaan diakibatkan antara lain karena kurangnya
pemahaman masyarakat, terutama para pelaku ekonomi tentang zakat perusahaan.
Selain itu, juga karena belum adanya fatwa dari lembaga yang resmi, seperti Majelis
Ulama Indonesia (MUI) tentang zakat perusahaan, baik dari segi hukum maupun
teknis penghitungannya. Sebab, di lapangan ditemui masalah, para ulama berbeda
pemahaman tentang zakat perusahaan. Dan soal penghitungannya, apakah dari neraca
atau dari laba bersih perusahaan. Belum lagi jika penghitungannya dari neraca, dasar
penilaian aset apa yang sebaiknya digunakan, karena ada yang menilai berdasarkan
harga perolehan (historical cost) dan ada pula yang menilai dengan nilai pada saat
zakat dibayarkan (current value). Harga sekarang (current value) memiliki beberapa
interpretasi, yakni: nilai kapitalisasi atau nilai tunai (present value); harga beli
sekarang (current entry price); harga jual sekarang (current exit price); dan
kombinasi nilai.
Dalam hal yang bertujuan untuk menggali dan menemukan informasi terkait
permasalahan yang diangkat, peneliti mencoba melakukan wawancara secara
mendalam dengan beberapa narasumber yang kompeten untuk menjawab hal
tersebut. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada ustad Sarmadani, Pimpinan
Yayasan Al-Bayan Pondok Pesantren Hidayatullah yang juga Ketua Baitul Maal
Hidayatullah periode 2005-2009; Kadir, Kepala Baitul Maal Hidayatullah Cabang
Makassar periode 2013-sekarang; Syaiful Muchlis, SE., M.SA., Ak. dosen Akuntansi
UIN Alauddin Makassar; Prof. Dr. H. Halide, Mantan Guru Besar Universitas
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Hasanuddin, Mantan Rektor Universitas Fajar, dan sekarang Ketua DPS Bank
Sulselbar Syariah; dan Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Ketua Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Sulawesi Selatan.
Bukan hanya itu, studi literatur pada hal-hal terkait ikut dipaparkan sebagai
bahan pembanding. Data deskripsi dan narasi yang diperoleh dari subyek informan
dengan wawancara, serta analisis dan interpretasi hasil akan disajikan berikut.
Menurut Kadir selaku Kepala Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang
Makassar, perusahaan yang ingin membayarkan zakatnya itu diambil dari nilai
kekayaannya (aset) dikurangkan dengan semua hutang yang dimiliki perusahaan.
Adapun aset-aset yang menjadi tempat zakat terutama persediaan yang merupakan
aset lancar sebaiknya dinilai dari harga modal atau harga pada saat barang tersebut
diperoleh (historical cost), bukan harga jualnya (current value). Karena jika dinilai
dari harga jualnya berarti nilainya tidak riil. Seperti yang dipaparkan oleh
narasumber:
Yang dikeluarkan zakat itu dari kekayaannya dan dikurangi dengan semua
hutang yang dimiliki perusahaan. Seperti persediaan, tidak dihitung dari harga
jualnya melainkan dari harga modalnya. Jika dihitung dari harga jualnya
berarti kita hanya berasumsi terhadap harga tersebut, karena barang-
barangnya belum terjual. Akan tetapi jika ingin mengikuti harga pasar,
sebaiknya mengambil harga yang terendah.
Berbeda dengan yang disampaikan Saiful Muchlis, dosen Akuntansi UIN
Alauddin, yang lebih mendukung penggunaan current value sebagai dasar penilaian
aset untuk menentukan besarnya zakat perusahaan. Meskipun dalam financial
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accounting menggunakan historical cost, namun untuk urusan zakat lebih baik
menggunakan current value. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh narasumber:
Dalam penilaian aset untuk menentukan besarnya zakat perusahaan sebaiknya
menggunakan current value atau nilai yang berlaku sekarang, sesuai dengan
yang terjadi di zaman kekhalifaan Umar, hendaklah zakat dibayarkan
berdasarkan harga yang berlaku pada saat zakat dibayarkan atau biasa juga
disebut dengan fair value. Meskipun mazhab dari financial accounting itu
lebih cenderung kepada historical cost, tapi tatkala kita berbicara mengenai
zakat dan dikaitkan dengan aset maka harus dinilai dengan nilai pasar.
Sejalan dengan yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., yang
menyatakan bahwa aset dinilai berdasarkan harga pada saat zakat ingin dibayarkan
(current value). Menurut beliau:
Aset itu dinilai pada saat zakat ingin dikeluarkan. Alasannya karena pada saat
itu ingin dikeluarkan zakatnya, tentu harga aset pada saat itu dihitung. Kalau
tadinya dibeli murah, lalu pada saat ingin dikeluarkan zakatnya menjadi
mahal, maka nilai saat ingin dikeluarkan yang harus dihitung. Sama halnya
misalkan aset tersebut berupa mobil, ketika dibeli adalah baru tetapi pada saat
ingin dikeluarkan zakatnya sudah tua, maka yang dihitung tuanya.
Hampir sama dengan apa yang dipaparkan Prof. Dr. H. Halide yang juga
cenderung memihak ke current value untuk masalah ini. Meskipun sebenarnya
narasumber lebih cenderung menghitung zakat dari pendapatan dikurangi beban atau
keuntungan bersih perusahaan. Tetapi, jika zakat dihitung dari aset perusahaan, maka
sebaiknya dihitung dari nilai pada saat zakat tersebut dibayarkan (current value).
Menurut beliau:
Jika perusahaan yang membayarkan zakatnya harus dihitung dari
pendapatannya atau revenue kemudian dikurangkan dengan semua costs nya,
baik biaya selama produksi sampai biaya gaji. Bisa dibilang dari
keuntungannya. Intinya, berapa keuntungan bersih perusahaan, itulah yang
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dikeluarkan zakatnya. Meskipun sekarang banyak perusahaan yang tidak
membayarkan zakatnya karena merasa sudah membayar pajak. Padahal pajak
itu kewajiban kepada negara, sedangkan zakat kewajiban kepada Allah swt.
Tetapi, biasanya di dalam perdagangan, untuk urusan zakat berarti tergantung
apa yang diperdagangkan. Misalnya persediaan barang dagang, zakatnya itu
dihitung berdasarkan harga pada saat terjual (current value).
Apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. Halide tersebut senada dengan yang
disampaikan oleh ust. Sarmadani, bahwa zakat perusahaan itu lebih baik jika dihitung
dari total keuntungan bersih perusahaan. Akan tetapi, jika ingin menghitung dari
asetnya, berarti harus dinilai sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat zakat
tersebut dibayarkan.
Dari semua narasumber yang sempat diwawancarai, yang paling penting
untuk diingat sebelum melakukan perhitungan zakat adalah memastikan nishab dan
haulnya sudah terpenuhi, sesuai dengan yang terjadi di zaman Rasulullah saw. yaitu
setara dengan harga 85 gram emas pada saat zakat tersebut ingin ditunaikan.
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam melakukan penilaian harta
untuk penghitungan zakat, mayoritas pendapat memilih penggunaan nilai pada saat
penghitungan zakat (current value). Qardawi (1999) dan Kusmawati (2005)
menjelaskan bahwa yang digunakan dalam penghitungan zakat adalah harga jual
sekarang. Hal ini menurut Qardawi (1999) dikarenakan zakat dikenakan tidak hanya
pada modalnya saja, tetapi juga pertumbuhannya. Sehingga dalam pengukuran
persediaan, bukan diukur atas harga belinya (modal) saja, tetapi harga jualnya (modal
ditambah pertumbuhan).
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Sedangkan menurut www.fiqhindonesia.com, untuk menghitung besaran
zakat perdagangan, ditentukan dari nilai atau harga barang pada hari jatuhnya wajib
zakat, tanpa melihat kepada laba dan rugi.
Barang-barang yang berupa kemasan tidak dihitung dengan besar satuannya,
apabila dibeli dengan tujuan dijual dengan cara eceran. Adapun jika digunakan dalam
bentuk komoditi dagang, maka ia dihitung jika nilai mengalami kenaikan.
Menghitung harta dari hasil perdagangan baik dari pedagang grosir maupun
eceran, dengan harga layak jual pada akhir tahun penghitungan hasil, ia berbeda
dengan harga pasar dan biaya pembukuan. Apabila harga barang berubah pada hari
jatuhnya wajib zakat, maka yang diambil adalah pada hari jatuhnya wajib zakat,
meskipun nilainya bertambah atau berkurang (Fiqh Indonesia, 2014).
Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Junaidi (2006) pada CV Adi
Komunika Enterprise menemukan bahwa perusahaan menggunakan historical cost
sebagai atribut yang diukurnya dalam mengukur nilai persediaannya. Sedangkan
untuk penghitungan zakat, nilai pada saat penghitungan zakat (current value)
merupakan atribut yang diukur sebagai penilaian aset perusahaan, lebih tepatnya
menggunakan harga jual sekarang (current exit price).
Alasan pengukuran atribut harga jual sekarang dikarenakan zakat dikenakan
tidak hanya pada modalnya saja, tetapi juga pertumbuhannya. Sehingga dalam
pengukuran persediaan, bukan diukur atas harga belinya (modal) saja, tetapi harga
jualnya (modal ditambah pertumbuhan).
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Berbeda dengan yang ditemukan Farhan (2013) dalam mengamati metode
perhitungan zakat di CV. Minakjinggo, perusahaan justru menggunakan historical
cost dalam menilai aset untuk perhitungan zakatnya. Ketika mayoritas perusahaan
dan para ahli lebih memilih untuk menggunakan current value, maka CV.
Minakjinggo menghitungnya dari nilai perolehan (historical cost). Metode
perhitungan zakat yang demikian ini dilatarbelakangi oleh makna zakat sebagai
ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT bagi CV. Minakjinggo. Metode
perhitungan zakat yang demikian pula, bagi perusahaan dianggap memberikan
dampak yang positif bagi keberlangsungan bisnisnya.
Ketidakseragaman perusahaan-perusahaan dalam melakukan perhitungan
zakatnya dikarenakan belum ada ketetapan dari pemerintah ataupun fatwa dari
lembaga terkait mengenai zakat perusahaan. Ini mengakibatkan perusahaan yang
ingin membayar zakat menjadi bingung dan menjadikan metode yang digunakan pun
berbeda-beda.
Historical cost merupakan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang
mengharuskan unsur laporan keuangan didasarkan pada biaya yang sebenarnya.
Meskipun begitu, metode tersebut melahirkan banyak kritikan karena hanya
menganggap harga perolehan suatu aset dan tidak mengakui harga pasar saat ini.
Kritik lain terhadap historical cost adalah kekurangannya dalam masa inflasi.
Sebagai oposisi terhadap historical cost, para pendukung current value
accounting menyatakan bahwa beberapa masalah mungkin akan terjadi jika
perhitungan zakat didasarkan pada laporan keuangan yang disusun berdasarkan
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historical cost. Mereka menemukan bahwa perhitungan zakat tidak mungkin berada
di bawah akuntansi konvensional yang berfokus pada historical cost. Para pendukung
current value mengungkapkan bahwa zakat harus dihitung berdasarkan nilai saat ini,






Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara historical cost dan
current value sebagai dasar peniliaian aset dalam menentukan besarnya zakat yang
harus dikeluarkan oleh perusahaan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah:
1. Hasil simulasi perhitungan zakat menggunakan beberapa metode yang
berbeda dari ahli dan lembaga terkait menunjukkan bahwa perhitungan zakat
dengan peniliaian aset current value mendapatkan hasil yang lebih besar di
hampir semua metode yang digunakan. Sedangkan historical cost hanya
memberikan hasil perhitungan yang lebih besar di dua metode, yaitu metode
ekuitas bersih yang digagas oleh AAOIFI dan metode yang disarankan oleh
Hafiduddin. Hal ini disebabkan karena current value memberikan nilai yang
lebih riil dalam perhitungan zakat. Semakin banyak zakat yang dikeluarkan,
maka semakin banyak pula yang bisa dibagikan kepada orang-orang yang
berhak menerimanya. Dengan hal itu, setidaknya keberadaan para pelaku
usaha dapat menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya.
2. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa
narasumber menunjukkan bahwa penilaian aset current value jauh lebih baik
digunakan dalam perhitungan zakat dibanding historical cost. Dari lima
narasumber yang sempat diwawancarai, empat diantaranya mendukung
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penggunaan current value dengan alasan kuat yaitu sesuai dengan yang terjadi
di zaman kekhalifaan Umar yang memerintahkan masyarakat pada saat itu
untuk membayarkan zakatnya sesuai dengan harga yang berlaku pada saat
zakat dibayarkan. Sedangkan yang memilih historical cost tidak memiliki
alasan yang cukup kuat karena hanya dengan pertimbangan harga terendah.
Jadi ketika nilai sekarang justru lebih rendah dari harga perolehannya, itu
berarti lebih baik menggunakan penilaian aset current value.
B. Implikasi Penelitian
Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas
keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, diantaranya:
1. Terjadinya perbedaan dalam perhitungan zakat perusahaan disebabkan karena
belum adanya ketetapan dari pemerintah maupun fatwa dari lembaga terkait
tentang bagaimana sebaiknya perusahaan mengeluarkan zakatnya. Sehingga
untuk ke depannya, diharapkan ada ketetapan dari pemerintah agar supaya
perusahaan yang ingin membayar zakat tak lagi bingung dalam perhitungan.
2. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel berupa laporan keuangan
dari perusahaan yang masih dikategorikan dalam skala kecil menengah. Untuk
penelitian selanjutnya, diharapkan agar mengambil data dari perusahaan yang
lebih besar. Dan berharap juga agar ke depannya para pelaku usaha muslim
diberikan kesadaran bahwa ada kewajiban lain yang tak kalah penting
dibanding membayar pajak kepada negara, yaitu menunaikan zakat sebagai
kewajiban kepada Allah SWT.
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   Perlengkapan 7.049.000Rp   Beban Administrasi 8.735.000Rp
         Jumlah Aset Lancar 897.369.250Rp   Beban Ak. Peny. Peralatan 47.942.000Rp
  Beban Ak. Peny. Bangunan 48.000.000Rp
ASET TETAP EKUITAS 3.744.643.845Rp   Beban Transportasi 720.000Rp
  Beban Piutang Tak Tertagih 1.200.000Rp
   Peralatan Medis 1.166.060.000Rp   Beban Lain-lain 10.234.600Rp
            Akumulasi Penyusutan Peralatan (200.760.000)Rp (193.333.900)Rp
   Bangunan 1.600.000.000Rp
            Akumulasi Penyusutan Bangunan (240.000.000)Rp LABA USAHA (30.350.450)Rp
   Tanah 920.000.000Rp
            Jumlah Aset Tetap 3.245.300.000Rp PENGHASILAN LAIN-LAIN
  Pendapatan Klinik dan Operasi 430.284.500Rp
TOTAL ASET 4.142.669.250Rp TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 4.142.669.250Rp LABA SEBELUM PAJAK 399.934.050Rp
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